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KATA PENGANTAR 

Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap publik dan 

para stakeholders terkait. 

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan TA. 2020 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Menteri PUPR No 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

Laporan kinerja ini menyajikan informasi yang komprehensif mengenai capaian 

kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah menjadi komitmen dalam 

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020. 

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan 

terkait serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meyusun kebijakan pada tahun 

berikutnya demi perbaikan kinerja yang berkesinambungan. 

 

Jakarta,    Desember 2020 

  

          

           Herry Trisaputra Zuna 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai 

dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatkan efektivitas 

sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan, termasuk kebijakan bantuan pembiayaan perumahan; 2) Meningkatkan kualitas 

perencanaan (termasuk program jangka menengah, tahunan dan identifikasi proyek KPBU) 

dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berbasis data 

base; 3) Meningkatkan kepatuhan intern, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern 

pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; 4) Meningkatkan dan mengembangkan sistem 

informasi untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan; 

serta 5) Meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem 

dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan 

Dalam suatu instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan sebuah laporan yang 

didalamnya mencakup ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang 

capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja yang 

diperoleh diukur dengan mengacu pada perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai 

dengan Indikator Kinerja. Sehingga di dalam dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran 

program/kegiatan, indikator kinerja, target dan jumlah total anggaran yang dibutuhkan dalam 

rangka mewujudkan target kinerja tahunan tersebut. Dan perjanjian kinerja tersebut 

ditandatangani oleh atasan pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja, dalam hal ini berarti 

perjanjian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan dan Direktur Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan.   

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

berkewajiban menyusun Lakin Tahun 2020 dan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Lakin Direktorat Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan ini berisi ikhtisar capaian kinerja tahun 
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ini, capaian kinerja tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan 

program dimana Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi 

penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.  

Dengan penyusunan Lakin tersebut, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memberikan 

gambaran dimana tahun 2020 ini, capaian kinerjanya mencapai 83,74% dari target dan 

sasaran yang telah di tetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2020. 

Adapun Sasaran Kegiatan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan sebagaimana tabel berikut : 

 
Tabel 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan (Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 
Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020) 

No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 
Target 
2020 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

Meningkatnya 
pelaksanaan 
pengembangan sistem, 
kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan 
pembiayaan infrastruktur 
pekerjaan umum dan 
perumahan 

Tingkat pencapaian pelaksanaan 
pengembangan sistem, 
kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan pembiayan 
infrastruktur pekerjaan umum 
dan perumahan 

85% 100% 

2 

Meningkatnya efektifitas 
dan efisiensi tata kelola 
penyelenggaraan 
Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

Tingkat Kualitas Pembinaan dan 
Pengelolaan Tata Naskah Dinas, 
Kearsipan, Penatausahaan 
Barang Milik Negara, dan 
Pengelolaan Ketatausahaan 
Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

2% 2% 

 

Pagu awal anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp 28.440.000.000. Pada Bulan 

April Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi melakukan realokasi anggaran menjadi 

Rp 22.784.487.000. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan No. 6 Tahun 

2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam surat 

edaran tersebut memuat arahan untuk melakukan refocussing kegiatan dan realokasi 

anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pada Bulan Juli terjadi 

perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020. Hal ini 
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juga berdampak terhadap nama Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi berubah 

menjadi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. 

Disamping itu juga ada penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 46.619.170.000. Pada 

Bulan September terjadi perubahan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator yang 

disesuaikan dengan Rencana Strategis Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan yang telah disusun. Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah merealisasikan anggaran sebesar 

Rp 36.582.873.000 atau sebesar 78,47% dari pagu tahun 2020 yang telah di revisi. 

Dalam pencapaian kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan terkait dengan substansi 

Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti yang ada dalam tabel berikut ini : 

 
Tabel 2. Capaian Kinerja Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 (Sumber: Cascading Capaian Direktorat  
Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020) 

NO. SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI 

1 

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

Tingkat pencapaian pelaksanaan 

pengembangan sistem, kebijakan 

dan strategi penyelenggaraan 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan 

% 100% 98,13% 

2 

Tingkat Kualitas Pembinaan dan 

Pengelolaan Tata Naskah Dinas, 

Kearsipan, Penatausahaan Barang 

Milik Negara, dan Pengelolaan 

Ketatausahaan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

% 2% 2% 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai 

pengganti dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) yang menyebutkan bahwa Entitas Akuntabilitas Kinerja 

Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/ Lembaga menyusun dan 

menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan 

Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat, maka Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan diwajibkan untuk menyusun rencana strategis, perjanjian 

kinerja, rencana aksi, laporan monev, dan laporan kinerja yang merupakan bagian 

dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam 

menjalankan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2019, Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah 

mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024. 

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya 

terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain 

itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan 

efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan 

(excelency) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali 

(equity). 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 09 tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan salah satu unit Kerja di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Kementerian PUPR wajib melaporkan progres pelaksanaan kinerja pada setiap akhir 

tahun. Laporan kinerja tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 

program dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang disampaikan 

kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan. 

1.2. TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat perubahan struktur organisasi 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

Tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mulai tanggal 12 Mei 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 

13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR 

menggantikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019. Berdasarkan 

peraturan menteri tersebut terjadi perampingan struktur di lingkungan Direktorat 

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. 

1.2.1. Tugas 

Tugas Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan 

sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 

 1.2.2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta 

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; 

b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis 

pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta 

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; 

c. Pelaksana kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan 

bantuan pembiayaan perumahan; 

d. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah 

dengan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan; 

e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan banuan pembiayaan 

perumahan; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan 

strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

serta kemudahan dan banuan pembiayaan perumahan; 

g. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan banuan pembiayaan 

perumahan; 

h. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian 

intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; 

i. Pembianaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan 

perumahan; 

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan 

sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan serta kemudahan dan banuan pembiayaan perumahan; 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI LAMA (BERDASARKAN PERATURAN MENTERI 

PUPR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT) 

DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI 

Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi menyelenggarakan tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan, sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan 

keterpaduan program, identifikasi dan seleksi proyek, pengelolaan data dan 

informasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Perumusan Kebijakan dan 

Evaluasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan;  

b. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan program pembiayaan Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;  

d. pelaksanaan identifikasi dan seleksi proyek potensial kerja sama pemerintah dan 

badan usaha di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;  

e. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;   

f. pemberian fasilitasi, bimbingan, supervisi dan layanan teknis di bidang 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;  

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur di 

bidang pekerjaan umum dan perumahan; 

h. penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan; dan 

i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 

 

Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi terdiri atas : 

a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Pembiayaan; 

b. Subdirektorat Manajemen Risiko; 

c. Subdirektorat Data dan informasi; 

d. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Pembiayaan; dan 

e. Subbagian Tata Usaha. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Lama  

(Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR  Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 
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Adapun tugas dan fungsi masing-masing subdirektorat dan subbagian diuraikan sebagai 

berikut: 

1. SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN  

Tugas: 

Merumuskan kebijakan, penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria kerja 

sama pemerintah dengan badan usaha, melaksanakan sinkronisasi, penyusunan 

strategi, fasilitasi keterpaduan perencanaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.  

Fungsi:  

 Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan; 

 Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan;  

 Pelaksanaan identifikasi dan seleksi proyek potensial kerja sama pemerintah dan 

badan usaha di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;  

 Penyusunan kriteria proyek dengan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan; 

 Penyusunan kriteria pemilihan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum 

dan perumahan; 

 Pelaksanaan pengembangan pola dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan;   

 Pemberian bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan;  

 Penyiapan strategi dan keterpaduan Program pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan; dan  

 Fasilitasi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 

 

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Pembiayaan terdiri atas:  

 Seksi Kebijakan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan sinkronisasi kebijakan di bidang pembiayaan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, 

pelaksanaan identifikasi dan seleksi proyek potensial kerja sama pemerintah dan 

badan usaha, pelaksanaan pengembangan pola dan skema pembiayaan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta penyiapan strategi dan 
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keterpaduan Program pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

dan  

 Seksi Strategi Pembiayaan mempunyai tugas penyusunan kriteria proyek dengan 

pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, penyusunan kriteria 

pemilihan skema pembiayaan, pemberian bimbingan dan supervisi teknis, serta 

fasilitasi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang 

pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

 

2. SUBDIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO 

Tugas:  

Melaksanakan tugas pemberian layanan dan konsultasi, pengembangan, pengelolaan, 

bimbingan teknis dan fasilitasi manajemen dan mitigasi risiko bidang pembiayaan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.  

Fungsi:  

 Pelaksanaan pemberian layanan konsultasi dan fasilitasi manajemen dan mitigasi 

risiko di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;  

 Pengembangan manajemen dan mitigasi risiko di bidang pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan;  

 Pelaksanaan pengelolaan manajemen dan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan; dan  

 Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan layanan teknis manajemen dan mitigasi 

risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 

Subdirektorat Manajemen Risiko terdiri atas:  

 Seksi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan pemberian layanan 

konsultasi dan fasilitasi, pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pelaksanaan 

bimbingan, supervisi dan layanan teknis manajemen risiko pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan; dan 

 Seksi Mitigasi Risiko mempunyai tugas melakukan pemberian layanan konsultasi 

dan fasilitasi, pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pelaksanaan bimbingan, 

supervisi dan layanan teknis mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan.  
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3. SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI 

Tugas:  

Melaksanakan pengelolaan data, dokumentasi, pengembangan sistem informasi, dan 

layanan informasi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.  

Fungsi: 

 Pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan pembaharuan data dan informasi 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;  

 Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan; dan  

 Pelaksanaan pemberian layanan informasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan. 

Subdirektorat Data dan Informasi terdiri atas:  

 Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan 

data dan dokumentasi di bidang pembiayaan perumahan; dan  

 Seksi Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengelolaan sistem informasi dan pemberian layanan informasi di bidang 

pembiayaan perumahan. 

 

4. SUBDIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBIAYAAN 

Tugas:  

Melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, serta pengembangan evaluasi 

kinerja pembiayaan infrastruktur. 

Fungsi:  

 Penyusunan program pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur; 

 Melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan 

infrastruktur;  

 Pengembangan kriteria dan instrumen pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan 

manfaat pembiayaan infrastruktur;   

 Penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur; dan 

 Penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja pembiayaan infrastruktur. 

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Pembiayaan terdiri atas:  

 Seksi Evaluasi Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan mempunyai tugas 

penyusunan program pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur 

sumber daya air dan jalan, melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan 
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evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan jalan, pengembangan 

kriteria dan instrumen pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat pembiayaan 

infrastruktur sumber daya air dan jalan, penyusunan rekomendasi peningkatan 

kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan jalan, penyusunan penetapan 

kinerja dan laporan kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan jalan, 

penyusunan laporan kinerja pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan; dan 

 Seksi Evaluasi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas penyusunan program 

pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur perumahan dan 

permukiman, melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja 

pembiayaan infrastruktur perumahan dan permukiman, pengembangan kriteria dan 

instrumen pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat pembiayaan 

infrastruktur perumahan dan permukiman, penyusunan rekomendasi peningkatan 

kinerja pembiayaan infrastruktur perumahan dan permukiman, penyusunan 

penetapan kinerja dan laporan kinerja pembiayaan infrastruktur perumahan dan 

permukiman.  

 

5. SUBBAGIAN TATA USAHA 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik 

negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan 

pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan 

kegiatan penatausahaan pimpinan.  
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1.4 STRUKTUR ORGANISASI BARU (BERDASARKAN PERATURAN MENTERI 

PUPR NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT) 

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI 

PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN 

 Tugas Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan 

sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta 

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; 

b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis 

pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta 

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; 

c. Pelaksana kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan 

bantuan pembiayaan perumahan; 

d. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah 

dengan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan; 

e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan banuan pembiayaan 

perumahan; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan 

strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

serta kemudahan dan banuan pembiayaan perumahan; 

g. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan banuan pembiayaan 

perumahan; 
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h. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian 

intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; 

i. Pembianaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan banuan pembiayaan 

perumahan; 

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan 

sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan serta kemudahan dan banuan pembiayaan perumahan; 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan terdiri atas: 

a. Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur; 

b. Subdirektorat Kepatuhan Intern; 

c. Subbagian Tata Usaha; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 

Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengelolaan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 

Kelompok jabatan fungsional (JF) yang ada di Subdirektorat Pengelolaan 

Pembiayaan Infrastruktur adalah; 

 JF Analis Kebijakan; 

 JF Analis Anggaran; 

 JF Perencana; 

 JF Statistisi; 

 JF Pranata Komputer; dan 

 JF Penelaah Database. 

SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERN 

Subdirektorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan 
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manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen 

risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan 

pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, 

serta penyusunan laporan rutin, laporan pimpinan, laporan kinerja Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat 

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. 

Kelompok jabatan fungsional yang ada di Subdirektorat Pengelolaan 

Pembiayaan Infrastruktur adalah; 

 JF Analis Anggaran;  

 JF Analis Kebijakan; dan 

 JF Penelaah Kerjasama. 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan 

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, 

tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, koordinasi data dan informasi, serta 

koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat. 

 

 

 Gambar 2.  Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 
Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber: Rencana Strategis Direkotrat 

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-
2024 
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1.5 ISU STRATEGIS 

Beberapa isu strategis terkait potensi dan permasalahan yang dihadapi 

oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

adalah: 

1. Belum banyak rencana proyek Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

yang akan dikerjakan melalui skema KPBU;  

2. Perencanaan tahunan dan lima tahunan belum sepenuhnya menggunakan 

pendekatan data supply dan demand; 

3. Belum adanya kriteria pemilihan proyek KPBU untuk Proyek Strategis Nasional 

(PSN);  

4. Perencanaan tahunan dan lima tahunan belum sepenuhnya menggunakan 

pendekatan data supply dan demand;  

5. Keterbatasan dukungan fiskal Pemerintah terhadap proyek KPBU Unsolicited; 

6. Banyaknya proyek yang belum siap untuk diusulkan dibiayai dengan skema 

KPBU;  

7. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk perencanaan dan penyediaan KPBU; 

8. Masih banyak stakeholder yang belum memahami skema KPBU; 

9. Masih panjangnya/lamanya proses penyiapan proyek KPBU; 

10. Masih terbatasnya skema pembiayaan KPBU yang diterapkan di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;  

11. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/ pemangku kepentingan khususnya 

dalam proses pengadaan lahan proyek KPBU; 

12. Rendahnya minat Badan Usaha terhadap KPBU sektor SDA dan Perumahan 

karena kurang menguntungkan secara finansial; 

13. Belum terdapat unit dalam Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai Paying 

Agent dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama; 

14. Adanya keterbatasan anggaran Kementerian PUPR untuk pembiayaan KPBU-

Availability Payment; 

15. Data dan informasi masih belum terstruktur dengan baik; 

16. Masih minimnya data dan informasi terkait pasar perumahan dan hasil-hasil 

kajian perumahan; dan 

17. Percepatan pelaksanaan National Affordable Housing Program (NAHP).  



22 
 

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang 

akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur 

merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan konektivitas ruang yang berdampak 

pada kemudahan akses terhadap sumber daya sehingga perekonomian nasional 

dan daya saing bangsa dalam persaingan global dapat meningkat. Berdasarkan The 

Global Competitiveness Report 2018-2019, Pada tahun 2019, Indonesia berada di 

peringkat 50, turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya (terdapat perubahan Indikator 

setelah tahun 2017). Indonesia berada di peringkat ke-4 di ASEAN setelah 

Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40). Indonesia mengalami penurunan 

peringkat dari tahun 2018 ke 2019 (penurunan skor pada pilar 3 (ICT Adoption) dan 

pilar 5 (Health). Kondisi ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah perlu memberi 

perhatian lebih kepada sektor infrastruktur karena sektor tersebut saat ini masih 

menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai 

institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan di Indonesia pada dasarnya telah melakukan strategi dalam rangka 

percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Selama periode 2015-2019, capaian 

pembangunan infastruktur Kementerian PUPR di masing-masing sektor, seperti 

sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan. 

Adapun untuk rencana penyelenggaraan infrastruktur di periode RPJMN IV, 

Kementerian PUPR telah menetapkan Visium 2030 yang meproyeksikan bahwa 

kebutuhan investasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur selama tahun 2020-

2024 adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Jumlah kebutuhan tersebut tidak dapat 

didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah karena keterbatasan APBN 2020-

2024 yang jumlahnya diperkirakan hanya 30% dari total kebutuhan anggaran atau 

sebesar Rp 623 Triliun. 

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan 

sebuah kebutuhan mendesak, oleh karenanya Pemerintah perlu mengambil langkah-

langkah yang komprehensif untuk memenuhi gap funding yang ada. Salah satu 

strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 

27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 



23 
 

Rakyat. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melakukan penguatan dan 

revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR serta membentuk Unit 

Organisasi yang secara khusus menangani bidang pembiayaan infrastruktur, yaitu 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan 

perumahan, khususnya pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk menjadi koordinator 

pemrograman, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan proyek-proyek 

KPBU dengan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR (termasuk BPJT, 

BP TAPERA dan PT SMF). 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas untuk: 

(1) melakukan penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, informasi 

serta evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, 

(2) melakukan pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan, (3) melakukan penyusunan NSPK pembiayaan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (3) melaksanakan penyusunan profil 

risiko pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (4) melakukan 

pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan, (5) melakukan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta (6) melakukan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

lainnya dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

A. Tujuan, Tugas, dan Sasaran Strategis  

1. Tujuan 

Tujuan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan efektivitas sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, termasuk kebijakan bantuan 

pembiayaan perumahan; 
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b. Meningkatkan kualitas perencanaan (termasuk program jangka menengah, 

tahunan, dan identifikasi proyek KPBU) dan evaluasi pembiayaan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berbasis data base; 

c. Meningkatkan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem 

pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; 

d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem 

dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; 

e. Meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka 

memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum 

dan perumahan. 

2. Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman 

yang layak, aman dan terjangkau dengan indikator kinerja: Persentase 

pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; 

b. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis 

lainnya dengan indikator kinerja: tingkat pemenuhan investasi/Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, 

kebijakan dan strategi pembiayaan yag efisien dan efektif. 

3. Arah Kebijakan dan Strategi 

Adapun arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja 

Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

b. Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di 

Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU; 

c. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan 

Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-

2024; 

d. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui 

bundling infrastruktur; 

e. Pengembangan skema pembiayaan KPBU; 
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f. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai bridging finance 

KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas dan fungsi 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infarstruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan; 

g. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek 

unsolicited; 

h. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek unsolicited dari 

badan usaha pemrakarsa; 

i. Re-focusing kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan 

j. Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit 

dan scale up pembiayaan infrastruktur; dan 

k. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi 

terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum. 

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan pada TA 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan 

sehingga terdapat 4 (empat) dokumen perjanjian kinerja Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan pada tahun 2020 (terlampir). 

Perjanjian kinerja awal diterbitkan pada Januari 2020 dengan pagu anggaran 

sebesar Rp28.440.000.000. Perjanjian kinerja tersebut terdapat 1 (satu) sasaran 

kegiatan dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Sasaran kegiatannya yaitu terlaksananya 

perumusan kebijakan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan. Dan indikator kinerjanya yaitu (1) Kebijakan, strategi, analisis makro, 

program dan sistem informasi pembiayaan perumahan, (2) MoU kerja sama 

pembiayaan perumahan, (3) Kebijakan, strategi dan NSPK pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan, (4) Manajemen risiko pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan, (5) Pengelolaan data dan informasi pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (6) Pemantauan dan evaluasi kinerja 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (7) Layanan perkanoran.  

Revisi pertama perjanjian kinerja diterbitkan pada April 2020. Pada revisi 

pertama terjadi realokasi anggaran menjadi Rp 22.784.487.000. Perjanjian kinerja 

revisi pertama ini jumlah sasaran kegiatan, indikator kinerja dan pagu anggaran 

tetap. Revisi perjanjian kinerja ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan 

No. 6 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran 
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Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). Dalam surat edaran tersebut memuat arahan untuk 

melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan 

penanganan COVID-19. 

Revisi perjanjian kinerja kedua dilakukan pada Bulan Juli. Dalam revisi ini 

terjadi perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 

13 Tahun 2020. Hal ini juga berdampak terhadap nama Direktorat Perumusan 

Kebijakan dan Evaluasi berubah menjadi Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Disamping itu juga ada penambahan pagu 

anggaran menjadi Rp. 46.619.170.000. Pada Bulan September terjadi perubahan 

atau revisi ketiga perjanjian kinerja. Pada revisi ini sasaran program, sasaran 

kegiatan dan indikator disesuaikan dengan Rencana Strategis Direktorat 

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2020-

2024 yang telah disusun. 

Berikut ini Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020: 

 

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 
Pembiayaan (Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020) 

No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2020 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

Meningkatnya 
pelaksanaan 
pengembangan sistem, 
kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan 
pembiayaan infrastruktur 
pekerjaan umum dan 
perumahan 

 
Tingkat pencapaian pelaksanaan 
pengembangan sistem, 
kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan pembiayaan 
infrastruktur pekerjaan umum 
dan perumahan 

% 100 

2 

Meningkatnya efektifitas 
dan efisiensi tata kelola 
penyelenggaraan 
Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

Tingkat Kualitas Pembinaan dan 
Pengelolaan Tata Naskah Dinas, 
Kearsipan, Penatausahaan 
Barang Milik Negara, dan 
Pengelolaan Ketatausahaan 
Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

% 2 
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2.3 METODE PENGUKURAN  

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. 

Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai 

kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya 

dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai.  

 

Indikator Kegiatan (output) merupakan indikator yang digunakan untuk 

menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya output dari kegiatan tersebut. 

Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah 

diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Output Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan 

Perumahan; 

2. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan; 

3. Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

4. NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

5. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan; 

6. Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan;  

7. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan 

8. Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN 

Tingkat Pencapaian 

Pelaksanaan Pengembangan 

Sistem, Kebijakan dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan 

Komposit dari Indikator-

Indikator Sbb: 

1. Tingkat implementasi 

kegiatan 

pengembangan  

sistem, kebijakan dan 

strategi 

penyelenggaraan 

pembiayaan 

infrastruktur PU dan 

Perumahan (%) 

2. Tingkat implementasi 

kegiatan kepatuhan 

Penjumlahan dari indikator 

kontributor dengan pembobotan 

(40%) sbb: 

 Jumlah rekomendasi Kebijakan, 
Strategi, Program dan 
pengembangan Sistem Informasi 
Pembiayaan Perumahan yang 
dikeluarkan dibandingkan 
dengan target (20%) 

 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pembiayaan Infrastruktur PU 
dan Perumahan yang disusun 
dibandingkan dengan target 
(20%) 
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internal dan 

manajemen risiko 

dalam 

penyelenggaraan 

pembiayaan 

infrastruktur PU dan 

Perumahan (%) 

3. Tingkat implementasi 

kegiatan 

penyelenggaraan 

SAKIP (%) 

 Jumlah fasilitasi kerjasama 
pembiayaan perumahan yang 
dilaksanakan dibandingkan 
dengan target (20%) 

 Jumlah NSPK Pembiayaan 
Infrastruktur PU dan Perumahan 
yang disusun dibandingkan 
dengan target (20%) 

 Jumlah dokumen pengelolaan 
data dan informasi di bidang 
Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur PU dan Perumahan 
yang disusun dibandingkan 
dengan target (20%) 

 
Indikator 2 (30%) 

 Jumlah Laporan Kepatuhan 
Internal di Bidang Pelaksanaan 
Pembiayaan Infrastruktur PU 
dan Perumahan yang 
dikeluarkan dibandingkan 
dengan target (50%) 

 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
terkait Profil Risiko KPBU 
Infrastruktur PU dan Perumahan 
yang disusun dibandingkan 
dengan target (50%) 

 
Indikator 3 (30%) 

Penilaian dari Kementerian PAN 
dan RB 

 

Tabel 2. Metode Perhitungan 

2.4 TARGET TAHUN 2020 MENURUT RENSTRA 

2.4.1 TARGET KINERJA 
 

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melaksanakan 

pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dengan Sasaran Kegiatan 

(Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :  

1. Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang 

Pembiayaan Perumahan; 

2. Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan kriteria Bidang Pembiayaan 

Prumahan; 

3. Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang 

Pembiayaan Perumahan; 
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4. Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

5. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

6. Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

7. Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan 

Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan; 

8. Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

9. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

10. Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

11. Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan; 

12. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang 

Pembiayaan Perumahan; 

13. Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di 

Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan; 

14. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemantauan Kepatuhan Internal di 

bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan; 

15. Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

16. Jumlah dokumen Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

17. Jumlah Dokumen Pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

18. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

19. Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan 

20. Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan. 
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2.4.2 KERANGKA PENDANAAN 

Total kebutuhan pendanaan kegiatan Pelaksanaan Pengembangan 

Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 

2020 adalah sebesar Rp 46.619.170.000. 

No. Perubahan DIPA Alasan Revisi 

1 DIPA Awal tanggal 12 November 2019  

2 DIPA Revisi ke 01 tanggal 20 Februari 2019 Perubahan KPPN untuk paket 

kegiatan PHLN dari KPPN V ke 

KPPN khusus pinjaman dan hibah 

3 DIPA Revisi ke 02 tanggal 27 April 2020 Refocusing dan realokasi anggaran 

4 DIPA Revisi ke 03 tanggal 11 Juni 2020 Percepatan penarikan PHLN dan 

buka blokir halaman 4 DIPA 

5 DIPA Revisi ke 04 tanggal 16 Juli 2020 Revisi pergeseran anggaran antar 

output 

6 DIPA Revisi ke 05 tanggal 25 Agustus 2020 Revisi pergeseran anggaran antar 

output 

7 DIPA Revisi ke 06 tanggal 18 November 2020 Revisi halaman 3 DIPA 
 

Tabel 3. Perubahan DIPA
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PROGRAM/ KEGIATAN 

SASARAN STRATEGIS 

(IMPACT)/SASARAN 

PROGRAM 

(OUTCOME)/SASARAN 

KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR 

SATUAN 

TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan             

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan 

Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

% 100 100 100 100 100 100 
               

40,240  

               

51,221  

               

23,602  

               

22,500  

               

22,500  
             160,063  

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :                           

1 

Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, 

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

% 100 100 100 100 100 100 
               

40,240  

               

51,221  

               

23,602  

               

22,500  

               

22,500  
             160,063  

KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan             

PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 
               

40,240  

               

51,221  

               

23,602  

               

22,500  

               

22,500  
             160,063  

  OUTPUT KEGIATAN :                           

1 
Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi 

Pembiayaan Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
3 2 0 0 0 3 

               

16,316  

               

10,877  

                      

-    

                      

-    

                      

-    
               27,193  

  1 
Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi 

Bidang Pembiayaan Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
1 1 0 0 0 1 

                 

4,500  

                 

2,625  

                      

-    

                      

-    

                      

-    
                 7,125  

  2 
Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria 

Bidang Pembiayaan Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
1 0 0 0 0 1 

                 

5,004  

                 

2,700  

                      

-    

                      

-    

                      

-    
                 7,704  

  3 
Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem 

Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
1 1 0 0 0 1 

                 

6,812  

                 

5,553  

                      

-    

                      

-    

                      

-    
               12,365  

2 
Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
6 5 6 6 6 29 

                 

4,317  

               

21,734  

                 

6,000  

                 

6,000  

                 

6,000  
44,051 

  1 

Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
4 2 2 2 2 12 3,203 1,600 2,500 2,500 2,500 12,303 

  2 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
2 2 2 2 2 10 

                 

1,114  
19,357 1,500 1,500 1,500 24,971 

  3 

Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan 

Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
0 0 1 1 1 3 

                      

-    

                      

-    
1,000 1,000 1,000 3,000 

  4 

Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan 

Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
0 1 1 1 1 4 

                      

-    

                    

777  
1,000 

                 

1,000  

                 

1,000  
3,777 
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PROGRAM/ KEGIATAN 

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN 

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN 

KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR 

SATUAN 

TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 
Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
5 6 6 6 6 29 3,871 5,000 6,000 6,000 6,000 26,871 

  1 

Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
4 4 4 4 4 20 2,531 3,400 4,000 4,000 4,000 17,931 

  2 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
0 1 1 1 1 4 

                      

-    
750 1,000 1,000 1,000 3,750 

  3 

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis 

Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rekomendasi 

Kebijakan 
1 1 1 1 1 5 

                 

1,340  
850 1,000 1,000 1,000 5,190 

4 
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 
NSPK 2 0 1 1 1 5 

                 

1,575  

                      

-    

                 

2,000  

                 

2,000  

                 

2,000  
7,575 

  1 
Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 
NSPK 2 0 1 1 1 5 

                 

1,575  

                      

-    
2,000 2,000 2,000 7,575 

5 Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan Kegiatan 1 1 1 0 0 1 
                 

7,144  

                 

6,610  

                 

1,102  

                      

-    

                      

-    
               14,856  

  1 
Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Luar 

Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan 
Kegiatan 1 1 1 0 0 1 

                 

7,144  

                 

6,610  

                 

1,102  

                      

-    

                      

-    
               14,856  

6 
Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Laporan 0 3 3 3 3 12 

                      

-    

                 

3,000  

                 

3,000  

                 

3,000  

                 

3,000  
12,000 

  1 

Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan 

Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

Laporan 0 1 1 1 1 4 
                      

-    
1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

  2 

Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan 

Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Laporan 0 1 1 1 1 4 
                      

-    
1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

  3 

Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan 

Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

Laporan 0 1 1 1 1 4 
                      

-    
1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

7 
Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Layanan 4 4 4 4 4 20 3,127 2,000 3,000 3,000 3,000 14,127 

  1 
Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Layanan 1 2 2 2 2 9 949 1,000 1,000 1,000 1,000 4,949 

  2 

Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

Layanan 2 1 1 1 1 6 1,622 500 1,000 1,000 1,000 5,122 

  3 

Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan 

Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan 

Layanan 1 1 1 1 1 5 556 500 1,000 1,000 1,000 4,056 
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PROGRAM/ KEGIATAN 

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN 

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN 

KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR 

SATUAN 

TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8 
Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Laporan 7 3 3 3 3 19 3,890 2,000 2,500 2,500 2,500 13,390 

  1 

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang 

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Laporan 3 1 1 1 1 7 
                 

1,866  
900 1,000 1,000 1,000 5,766 

  2 

Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang 

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Laporan 2 1 1 1 1 6 
                 

1,274  
700 1,000 1,000 1,000 4,974 

  3 
Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Laporan 2 1 1 1 1 6 

                    

750  
400 500 500 500 2,650 

Tabel 1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020  (Sumber data: 
Rencana Strategis Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020-2024)
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BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI 

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa 

dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani 

yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, 

maka diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai 

abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, perlu diwujudkan Pegawai Negeri Sipil yang 

berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Untuk maksud di atas, Pemerintah seperti disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 di atas berupaya untuk meningkatkan pengelolaan Pegawai 

Negeri melalui suatu sistem yang disebut “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”. 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Kebijakan-

kebijakan yang terdapat dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan 

norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber 

daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, 

pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. 

Pada realitanya kedua hal di atas mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan seringkali 

tidak diarahkan pada analisis kebutuhan organisasi/unit kerja. Kondisi ini menyebabkan 

tidak optimalnya output atau outcome dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

bagi peningkatan kinerja pegawai maupun organisasinya. Sementara itu, dalam 

pengembangan karier pegawai juga tidak jarang tanpa mendasarkan pada 

profesionalisme (merit system), akan tetapi lebih kepada senioritas atau pertimbangan-

pertimbangan lainnya. Hal-hal semacam ini pada akhirnya menyebabkan pembinaan 

atau pengembangan pegawai, khususnya Pegawai Negeri Sipil, menjadi tidak 

maksimal. 

Secara teknis, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan professional di       
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bidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, 

kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin 

baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, perlu 

dilakukan penyusunan roadmap pengembangan sumber daya manusia dengan 

terencana dan terstruktur. 

Ketersediaan SDM di lingkungan Direktorat Pegembangan Sistem 

Penyeleggaraan Pembiayaan dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut : 

 

Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2020 

 

Tabel 6. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan 

NO. MENURUT JABATAN JUMLAH 

1 Eselon II 1 

2 Eselon III 2 

3 Eselon IV 1 

4 Jabatan Fungsional Umum (JFT) 9 

5 Jabatan Fungsional Teknik (JFU) 10 

TOTAL 23 

 

Tabel 7. Jumlah PNS berdasarkan Golongan 

NO. MENURUT GOLONGAN JUMLAH 

1 Golongan I - 

2 Golongan II - 

3 Golongan III 18 

4 Golongan IV 5 

TOTAL 23 

 

 

 

 

 

 

NO. STATUS PEGAWAI JUMLAH 

1 PNS* 23 

 Pimpinan Tinggi Pratama 1 

 Pejabat Administrator/KPT 4 

 Pejabat Pengawas/SKPT 9 

 Staf/Pelaksana 9 

2 Konsultan Individu 24 

3 Honorer 9 

TOTAL 56 
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Tabel 8. Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin 

JENIS KELAMIN PNS 
NON PNS 

JUMLAH 
Substansi Pendukung 

Laki-laki 13 13 5 31 

Perempuan 10 11 4 25 

TOTAL 23 24 9 56 

 

Tabel 9. Jumlah SDM berdasarkan Usia 

NO MENURUT USIA PNS 
NON PNS 

JUMLAH 
Substansi Pendukung 

1 Dibawah 30 Tahun 5 20 6 31 

2 30 Tahun s/d 50 Tahun 13 3 3 19 

3 Diatas 50 Tahun 5 1 - 6 

TOTAL 23 24 9 56 

 

Tabel 10. Jumlah SDM berdasarkan Pendidikan 

NO 
MENURUT 

PENDIDIKAN 
PNS 

NON PNS 
JUMLAH 

Substansi Pendukung 

1 S3 1 - - 1 

2 S2 9 5 - 14 

3 S1 13 19 5 37 

4 D3  - - - 

5 SMA/Sederajat -- - 3 3 

6 SMP/Sederajat - - 1 1 

7 SD - - - - 

TOTAL 23 24 9 56 
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Tabel 11.  Pegawai di Lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan (Sumber Data: Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur PU dan Perumahan) 

NO. NAMA NIP/NRP JABATAN KET. 

1 
Dr. Ir. Herry Trisaputra 

Zuna, SE, MT. 
196705151996031001 

Direktur 

Pengembangan 

Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan 

Pembiayaan 

 

2 
Agus Sulaeman, SE, 

M.Si 
196808271997031002 

Kasubdit Pengelolaan 

Pembiayaan 

Infrastruktur 

 

3 
Andri Yusandra, ST., 

MUM. 
196811051997031001 

Kasubdit Kepatuhan 

Intern 

 

4 
Bambang Triatmoko, SE, 

M.Si 
196311071990031003 

KPT Data dan 

Informasi 

 

5 Fina Sjafinas, ST, M.Si 196611221994032002 

KPT Evaluasi 

Pembiayaan 

Perumahan 

 

6 Tantra Rifai, ST. 198602222009121003 
SKPT Kebijakan 

Pembiayaan 

 

7 Denik Haryani, ST., MS.c 198601152009122001 
SKPT Strategi 

Pembiayaan 

 

8 Ervin Supriyanto, ST. 19830207200901004 

SKPT Pengelolaan 

Data Bidang 

Pembiayaan 

 

9 Satriadi Utomo, S.Kom 198105202009121001 

SKPT Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Sistem 

 

10 
Ary Rahman Wahyudi, 

ST., MURB&RegPlg 
198405132009121001 

SKPT Pengelolaan 

Resiko dan 

Kepatuhan Intern 

 

11 
Arum Prihati Musyarofa, 

SH 
19731022200502201 

SKPT Mitigasi Resiko 

dan Kepatuhan Intern 

 

12 Adi Femiliandri, S.Si. 197705032005011008 

SKPT Evaluasi 

Pembiayaan 

Infrastruktur PU dan 

Perumahan 

 

13 Rina Nur Utami, ST. 198203112009012002 

SKPT Evaluasi 

Pembiayaan 

Infrastruktur PU dan 

Perumahan 

 

14 Ade Suryadi, SE., M.Si. 197105172002121001 Kasubag Tata Usaha  

15 Sabrina Sabila, ST., MT. 198606152010012006 

Staf Subdit 

Pengelolaan 

Pembiayaan 

Infrastruktur 

 

16 Dwi Putri Heritasari, ST. 199402192019032013  

17 Novi Riandini, S.Kom. 199311072018022002  

18 
Gusti Ayu Prathita 

Ananta, S.Kom. 
199410252019032010  

19 Nadya Indah Yulita, ST. 198907012019032007  

20 
Moammar Alzia Viqolbi, 

ST., MT. 
198906162018021001 

Staf Subdit 

Kepatuhan Intern 
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NO. NAMA NIP/NRP JABATAN KET. 

21 
Deka Bayu Dirgantara, 

S.Tr.M 
199602052019031007  

22 Fahmil Ridho Ilahi, SE. 199104242019031007  

23 
Sri Rahmi Purnamasari, 

S.I.Kom. 
198310282009122001 

Tugas 

Belajar 

24 Ria Risma Ardiani, ST Konsultan Individual 

Staf Subdit 

Pengelolaan 

Pembiayaan 

Infrastruktur 

 

25 Evi Triarini, S.T. Konsultan Individual   

26 Laras Ayu Hapsari, S.T. Konsultan Individual   

27 Amira Dhiandini, S.T Konsultan Individual   

28 Khairatul Ummah, ST Konsultan Individual   

29 Idham Alwi Konsultan Individual   

30 Halberto Sidiq Konsultan Individual   

31 Shasqia Syahnaz Konsultan Individual   

32 Dicky Maulana Konsultan Individual   

33 
Hanna Anindya Anjastari, 

S.T 
Konsultan Individual   

34 Fajar Eli Benjamin S.T Konsultan Individual   

35 Erviana Rahayu, S. E. Konsultan Individual   

36 
Suci Anggraeni, S.T, 

M.PSDA 
Konsultan Individual   

37 
Angga Maesa Danu, S.T, 

M.T 
Konsultan Individual   

38 Sinthia Mahesa Tari Konsultan Individual   

39 Arief Karyawan, SAP. Konsultan Individual   

40 
Benni Prihantoro, S.Sos., 

M.Si 
Konsultan Individual   

41 
Ilham Surachman, 

S.I.Kom. 
Konsultan Individual   

42 Benny Subekti, S.Kom. Konsultan Individual   

43 
Andri Dirgantara, S.T, 

M.T, M.Sc 
Konsultan Individual   

44 Tri Mulyadi, SE. Konsultan Individual   

45 Adam Ramadhan, SH. Konsultan Individual   

46 Panji Kurniawan, ST. Konsultan Individual   

47 Widya Astuti, ST., MT. Konsultan Individual   

48 Daphne Hariyati R, SE. H22061981092018001   

49 Dina Fitriana, SE. E21021996062018001   

50 Ardiyansyah, S.Kom. E04061987062018003   

51 
Feby Kharisma 

Darmasakti, SAP. 
H10021984092018001   

52 
Fujiah Hasanatur 

Rohmah 
H18021994092018001   

53 Putery Eno Lestari H27041997092018001   

54 M. Novel H24081987092018001   

55 Taufik Ismail H28101974092018001   

56 Somad Alfian Salim D25011975092018001   
 V   
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Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan memiliki SDM berjumlah 56 (lima puluh enam) orang. 

Secara teknis, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas dan profesional di bidangnya. 

Apalagi jika sumber daya manusia yang dimiliki itu mempunyai motivasi tinggi, kreatif, dan 

mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai 

upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia itu perlu dilakukan upaya-

upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia seperti : 

 Pelatihan Financial Modelling; 

 Pelatihan Keuangan terkait Aspek Keuangan pada Studi Kelayakan; 

 Bimbingan Teknis Evaluator SAKIP; 

 Pelatihan KPBU; 

 Training Management Information Systems (MIS) Database Proyek KPBU; 

 Webinar Subsidized Housing Location Suitability Tool and Analysis; 

 Public and Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC) Sharing 

Session; 

 Dan lain-lain. 

3.2 SARANA DAN PRASARANA 

Fasilitas kerja yang merupakan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai. Faktor yang diperhitungkan untuk 

meningkatkan semangat kerja pegawai adalah fasilitas kerja yang memadai dan dapat 

membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini cukup beralasan sebab fasilitas 

kerja merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana suatu 

organisasi dalam mendukung proses berjalannya suatu organisasi. 

Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami 

perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja, tingkat capaian yang 

berdasarkan pada kinerja serta pelayanan yang prima, untuk mencapai keberhasilan kinerja 

yang baik pegawai pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan 

perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi, sarana dan prasarana jika tidak 

disiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi akan mengalami 

ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

suatu proses manajemen sarana dan prasarana agar lebih menjamin bahwa unit kerja ini 
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sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk 

mendukung berbagai kegiatan, tugas dan fungsi yang sesuai, cepat, tepat dan bermanfaat. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pasal 3 yang menjelaskan tentang 

penataan sarana dan prasarana kerja, antara lain: 

i. kelancaran proses pekerjaan; 

ii. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; 

iii. memudahkan komunikasi; 

iv. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan 

v. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. 

Untuk menyikapi hal tersebut diatas, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menempati gedung A1 lantai 2 wing 4 

yang terdiri dari ruangan Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan, dan juga di tempati oleh Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur 

dan Sub Direktorat Kepatuhan Intern serta memiliki 1 ruang rapat internal. Adapun sarana 

dan prasarana pendukung di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini. 

 

No. Nama Barang Jumlah 

1 Lemari Besi/Metal 12 Buah 

2 Filling Cabinet Besi 7 Buah 

3 Alat Penghancur Kertas 3 Buah 

4 LCD Projector/Infocus 2 Buah 

5 Access Control System 1 Buah 

6 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 Buah 

7 Meja Kerja 34 Buah 

8 Meja Rapat 1 Set 

9 Kursi Kerja 54 Buah 

10 Kursi Rapat 6 Buah 

11 Kursi Futura 12 Buah 

12 Nakas 1 Buah 

13 A.C. Sentral 5 Buah 

14 A.C. Split 7 Buah 

15 Exhause Fan 1 Buah 

16 Kitchen Set 1 Buah 

17 Televisi 2 Buah 

18 P.C Unit 33 Buah 
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19 Notebook 2 Buah 

20 Printer (Peralatan Personal Komputer) 45 buah 

21 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 Buah 

22 Switch 1 Buah 

23 Access Point 2 Buah 
 

Tabel 12. Jumlah Sarana Prasarana 

 

 

Gambar 3. Ruang/Kantor 
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

 

 

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjang dengan kegiatan 

yang ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA- 

033.16.1.631003/2020, Tanggal 12 November 2019.  
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No. Perubahan DIPA Jumlah Alasan Revisi 

1 DIPA Awal tanggal 12 

November 2019 

Rp. 28.440.000.000  

2 DIPA Revisi ke 01 tanggal 20 

Februari 2019 

Rp. 28.440.000.000 Perubahan KPPN untuk 

paket kegiatan PHLN dari 

KPPN V ke KPPN khusus 

pinjaman dan hibah 

3 DIPA Revisi ke 02 tanggal 27 

April 2020 

Rp. 22.784.487.000 Refocusing dan realokasi 

anggaran 

4 DIPA Revisi ke 03 tanggal 11 

Juni 2020 

Rp. 46.619.170.000 Percepatan penarikan PHLN 

dan buka blokir halaman 4 

DIPA 

5 DIPA Revisi ke 04 tanggal 16 

Juli 2020 

Rp. 46.619.170.000 Revisi pergeseran anggaran 

antar output 

6 DIPA Revisi ke 05 tanggal 25 

Agustus 2020 

Rp. 46.619.170.000 Revisi pergeseran anggaran 

antar output 

7 DIPA Revisi ke 06 tanggal 18 

November 2020 

Rp. 46.619.170.000 Revisi halaman 3 DIPA 

Tabel 13. Perubahan DIPA 
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BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA 

4.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI 

PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban 

suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung-jawaban 

secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan 

akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan 

dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat 

menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukan tingkat pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan 

misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif 

sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk 

pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan 

akuntabilitas.  

Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu 

disampaikan berbagai capaian kinerja. Capaian kinerja Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020 dilakukan dengan 

cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator 

kinerja. Pencapaian kinerja tahun 2020 ini, sebagai umpan balik guna melakukan 

perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. 

Dalam redesain program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan memiliki Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari 

kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (2) 

Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; dan (3) Peningkatan Akses Pembiayaan 

Perumahan. Serta memiliki Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: 

(1) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan; (2) Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan; dan (3) Penyelenggaraan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan. 
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Untuk mencapai sasaran kegiatan, Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menetapkan 20 (dua puluh) indikator 

kinerja, yaitu: 

1. Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan 

Perumahan; 

2. Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan kriteria Bidang Pembiayaan 

Perumahan; 

3. Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang 

Pembiayaan Perumahan; 

4. Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

5. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

6. Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

7. Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja 

Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

8. Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

9. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

10. Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

11. Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

12. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan 

Perumahan; 

13. Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di Bidang 

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

14. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemantauan Kepatuhan Internal di bidang 

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

15. Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan; 

16. Jumlah dokumen Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

17. Jumlah Dokumen Pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 
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18. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

19. Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan 

20. Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan. 

Pencapaian keseluruhan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel 

Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020 dan cara perhitungannya 

(terlampir) sebagai berikut: 

 

Tabel 14. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 
Pembiayaan Tahun 2020  

No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengembangan 
Sistem, Kebijakan 
dan Strategi 
Penyelenggaraan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Umum dan 
Perumahan 

 
Tingkat Pencapaian 
Pelaksanaan 
Pengembangan sistem, 
Kebijakan dan Strategi 
Penyelenggaraan 
Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan  

% 100 98,13 

2 

Meningkatnya 
efektifitas dan 
efisiensi tata kelola 
penyelenggaraan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

Tingkat Kualitas Pembinaan 
dan Pengelolaan Tata 
Naskah Dinas, Kearsipan, 
Penatausahaan Barang 
Milik Negara, dan 
Pengelolaan Ketatausahaan 
Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

% 2 2 

 Sumber : emonitoring.pu.go.id (31 Desember 2020) 

4.2 REALISASI ANGGARAN 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan di Tahun Anggaran 2020 ini telah merealisasikan anggaran sebesar 

Rp. 38.795.441.000 atau sebesar 83,22% dari pagu tahun 2020 yang telah di revisi.  
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Tabel 15. Realisasi Anggaran dan Fisik Keuangan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 
Penyelenggaraan Pembiayaan 

Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 
Realisasi 
(Rp Ribu) 

Keu 
(%) 

Fisik 
(%) 

Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 
45.619.170 38.795.441 83,22 

 
83,74 

Sumber : emonitoring.pu.go.id (31 Desember 2020)
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Tabel 16. Realisasi KRO/RO  

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 

 

KRO/RO PAKET KEGIATAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) VOLUME SATUAN 

KRO 
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang 

Pembiayaan Perumahan 
5,536,848,000 4,487,891,000 1 Laporan 

RO 
Pengembangan Kapasitas dan Reformasi 

Kebijakan Pembiayaan Sekunder Perumahan 
4,536,848,000 4,487,891,000 1 Laporan 

RO PDF untuk Penyiapan KPBU Sektor Perumahan 500,000,000 - 0 Laporan 

RO 
Pengembangan Kelembagaan BLU PPDPP untuk 

mendukung KPBU Sektor Perumahan 
500,000,000 - 0 Laporan 

KRO 
Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang 

Pembiayaan Perumahan 
7.703.575.000 5.877.338.000 1 Laporan 

RO PPP Affordable Housing 7.703.575.000 5.877.338.000 1 Laporan 

KRO 
Pengelolaan Data Bidang Pembiayaan 

Perumahan 
8.479.395.000 6.919.065.000 1 Laporan 

RO 
Grand Design Housing and Real Estate Information 

System (HREIS) 
8.479.395.000 6.919.065.000 1 Laporan 

KRO 
Fasilitasi dan Koordinasi MoU Kerja Sama Luar 

Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan 
7.114.865.000 4.696.463.000 1 Laporan 

RO 
Jasa Layanan Konsultan Advisory untuk Komite 

Pengelola Proyek (PMC) NAHP 
7.114.865.000 4.696.463.000 1 MoU 

KRO 

Penyusunan Kebijakan dan Strategi 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

4.453.339.000 

 
4.263.525.000 7 Laporan 

RO 
Penyusunan Keterpaduan Kebijakan Investasi 

Infrastruktur TA. 20202021 
1.133.193.000 1.127.197.000 1 Laporan 

RO 
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Proyek KPBU 

Bidang PUPR atas Prakarsa Badan Usaha 
800.000.000 719.912.000 1 Laporan 

RO 
Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Perumusan 

Kebijakan dan Evaluasi Tahun 2021 

 

595.376.000 

 

545.829.000 
1 Laporan 



48 
 

KRO/RO PAKET KEGIATAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) VOLUME SATUAN 

  

RO 

Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 

di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

624.770.000 624.361.000 1 Laporan 

RO 

Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Penyusunan 

Perubahan Keppres 67 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Ketua dan Anggota Tapera 

450.000.000 434.527.000 1 Laporan 

RO 

Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Penyusunan 

Rancangan Peraturan Presiden tentang 

Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan 

Lainnya bagi Komite Tapera 

425.00.000 399.035.000 1 Laporan 

KO 

Dukungan Pelaksanaan Mekanisme Pengalihan 

Masyarakat Pemanfaat Dana FLPP menjadi 

Peserta Tapera 

425.000.000 412.664.000 1 Laporan 

KRO 

Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

1.014.646.000 980.896.000 2 Laporan 

RO 
Koordinasi Simpul KPBU Kementerian PUPR TA. 

2020 

561.269.000 

 
540.143.000 1 Laporan 

RO 

Pelaksanaan Identifikasi dan Seleksi Proyek 

Potensial KPBU Bidang Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021 

453.377.000 440.753.000 1 Laporan 

KRO 
Penyusunan NSPK Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 
1.525.722 1.484.047.000 2 Laporan 

RO 
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
725.722.000 688.703.000 1 Laporan 

 
Penyusunan Kriteria Proyek Strategi Nasional 

(PSN) Pembiayaan Infrastruktur PUPR 
800.000.000 795.344.000 1 Laporan 

KRO 
Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
3.221.696.000 2.885.326.000 5 Profil 

RO Bimbingan Teknis Manajemen Risiko 160.000.000 127.869.000 1 Profil 
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KRO/RO PAKET KEGIATAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) VOLUME SATUAN 

 

RO 
Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan 

Risiko Investasi Bidang Jalan dan Jembatan 

726.579.000 

 

661,385.000 

 
1 Profil 

RO 
Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan 

Risiko Investasi Bidang SDA 
900.000.000 864.046.000 1 Profil 

RO 
Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan 

Risiko Investasi Bidang Perumahan 
954.196.000 862.048.000 1 Profil 

RO 
Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan 

Risiko Investasi Bidang Permukiman 
480.921.000 369.978.000 1 Profil 

KRO 
Pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 
899.554.000 860.825.000 1 Dokumen 

RO 
Pengelolaan Data dan Dokumentasi Bidang 

Pembiayaan IPUP Tahun 2020 
899.554.000 860.825.000 1 Dokumen 

KRO 
Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
1.572.020.000 1.417.979.000 2 Dokumen 

RO 
Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan 

IPUP Tahun 2020 
772.020.000 723.950.000 1 Dokumen 

RO 

Dukungan Pengembangan Sistem Informasi dan 

Data Perumahan serta Penyiapan Akreditasi 

Asosiasi Pengembang Perumahan 

800.000.000 694.029.000 1 Dokumen 

KRO 

Pengelolaan Konsultasi dan Informasi 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

506.014.000 
462.857.000 

 
1 Dokumen 

RO 
Layanan Informasi Bidang Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
506.014.000 862.857.000 1 Dokumen 

KRO 
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya 

Air, Jalan dan Jembatan 
1.716.452.000 1.659.811.000 3 Laporan 

RO 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan 

Infrastruktur Proyek KPBU Bidang PUPR, SDA, 

Jalan dan Jembatan 

525.929.000 519.449.000 1 Laporan 
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KRO/RO PAKET KEGIATAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) VOLUME SATUAN 

RO 
Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Monev Simpul 

KPBU di Kementerian PUPR 
550.213.000 536.795.000 1 Laporan 

RO 
Penyusunan Pedoman Monev Proyek KPBU 

Bidang SDA, Jalan dan Jembatan 
640.310.000 603.567.000 1 Laporan 

KRO 
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perumahan 

dan Permukiman 
1.124.479.000 1.102.448.000 2 Laporan 

RO 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan 

Infrastruktur Proyek KPBU Bidang Perumahan dan 

Permukiman 

519.520.000 516.002.000 1 Laporan 

RO 
Pemantauan Kerjasama Luar Negeri Bidang 

Pembiayaan Perumahan 
604.959.000 586.446.000 1 Laporan 

KRO 
Penyusunan Laporan Kinerja Pembiayaan 

Infrastruktur 
750.565.000 723.018.000 2 Laporan 

RO 
Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Perumusan 

Kebijakan dan Evaluasi 
201.659.000 176.082.000 1 Laporan 

RO 

Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

548.906.000 546.937.000 1 Laporan 

KRO Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.000.000.000 973.954.000 1 
Layanan 

 

RO Operasional Direktorat 1.000.000.000 973.954.000 1 Layanan 

 

        Sumber : emonitoring.pu.go.id (31 Desember 2020) 
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4.3 REKOMENDASI EVALUATAN ATAS LAPORAN KINERJA DIREKTORAT 

PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN 

PEMBIAYAAN TAHUN SEBELUMNYA (2019) 

 
Tabel 17. Rekomendasi Evaluatan Atas Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2019 

No. 
Kriteria 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak Lanjut 

1 
Perencanaan 

Kinerja 

Dalam penetapan tujuan, 

sasaran dan indikator 

diharapkan lebih spesifik, 

menggambarkan core business 

dan mengacu pada praktek-

praktek terbaik 

Sudah disesuaikan dengan 

Renstra 2020-2024 

 

Ukuran keberhasilan tujuan 

diharapkan dapat lebih 

merepresentasikan terhadap 

tercapai atau tidaknya tujuan 

yang diterapkan 

Disusun dalam SOP 

Direktorat PSSPP 

Mengimplementasikan reward 

and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian target kinerja 

Belum ada pemberian 

reward and punishment  

 

2 
Pengukuran 

Kinerja 

Mekanisme pengumpulan data 

kinerja perlu didukung dengan 

pedoman atau SOP 

Sudah ada di SOP 

Direktorat PSSPP 

Melakukan penilaian capaian 

kinerja individu dikaitkan 

dengan reward and 

punishment 

Akan ditindaklanjuti pada 

penyusunan Laporan 

Kinerja Tahun 2020 

 

Optimalisasi pemanfaatan hasil 

pengukuran kinerja dalam 

rangka pengendalian dan 

pemantauan kinerja 

Dilaporkan di dalam 

Laporan Monitoring dan 

Evaluasi 

 

3 
Pelaporan 

Kinerja 

Diharapkan informasi laporan 

kinerja berorientasi outcome 

(tidak hanya berfokus pada 

Akan ditindaklanjuti pada 

penyusunan Laporan 

Kinerja Tahun 2020 
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No. 
Kriteria 

Evaluasi 
Rekomendasi Tindak Lanjut 

informasi tentang kegiatan dan 

tidak berorientasi hanya pada 

informasi tentang realisasi 

anggaran) 

 

4 

 

Pencapaian 

Sasaran/Kinerja 

Organisasi 

Menerapkan reward and 

punishment terhadap 

kedisiplinan, kinerja dan 

loyalitas pegawai sebagai 

motivasi kepada pegawai agar 

terpacu dalam mencapai 

sasaran kinerja organisasi 

Sedang disiapkan SE Dirjen 

 

Melakukan koordinasi intensif 

dengan unit kerja terkait, baik 

dari sisi internal (antar unit 

kerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal) maupun dari pihak 

eksternal K/L untuk mencapai 

sasaran kinerja 

Telah dilakukan dan akan 

lebih ditingkatkan lagi 

 

 

4.4 PERUBAHAN YANG TERJADI DI TAHUN ANGGARAN 2020 

Pada tahun anggaran 2020, terdapat suatu kejadian yang terjadi di luar 

kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari (keadaan kahar), 

yaitu adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dimulai pada 

bulan Maret 2020 hingga sepanjang tahun 2020 berakhir. Adanya pandemi tersebut 

menyebabkan semua lini kehidupan terkena dampaknya, termasuk pemerintahan. 

Beberapa perubahan yang berlangsung dan perubahan-perubahan tersebut 

sangat berpengaruh terhadap penyusunan Lakin Direktorat Pelaksanaan 

Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020. Berikut adalah perubahan-

perubahan yang terjadi selama tahun anggaran 2020: 

4.4.1 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN 

SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN 

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan pada TA 2020 mengalami 3 (tiga) kali 
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perubahan sehingga terdapat 4 (empat) dokumen perjanjian kinerja 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan pada tahun 2020.   

Perjanjian kinerja awal diterbitkan pada Januari 2020 dengan pagu 

anggaran sebesar Rp28.440.000.000. Revisi pertama perjanjian kinerja 

diterbitkan pada April 2020. Pada revisi pertama terjadi realokasi anggaran 

menjadi Rp 22.784.487.000. Revisi perjanjian kinerja kedua dilakukan pada 

Bulan Juli. Dalam revisi ini terjadi perubahan struktur organisasi 

berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020. Hal ini juga 

berdampak terhadap nama Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi 

berubah menjadi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan. Disamping itu juga ada penambahan pagu 

anggaran menjadi Rp. 46.619.170.000. 

 Pada Bulan September terjadi perubahan atau revisi ketiga 

perjanjian kinerja. Pada revisi ini sasaran program, sasaran kegiatan dan 

indikator disesuaikan dengan Rencana Strategis Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2020-2024 yang 

telah disusun. 

4.4.2 PERUBAHAN PAGU ANGGARAN 

No. Perubahan DIPA Alasan Revisi 

1 DIPA Awal tanggal 12 November 2019  

2 DIPA Revisi ke 01 tanggal 20 Februari 2019 Perubahan KPPN untuk paket 

kegiatan PHLN dari KPPN V ke 

KPPN khusus pinjaman dan hibah 

3 DIPA Revisi ke 02 tanggal 27 April 2020 Refocusing dan realokasi 

anggaran 

4 DIPA Revisi ke 03 tanggal 11 Juni 2020 Percepatan penarikan PHLN dan 

buka blokir halaman 4 DIPA 

5 DIPA Revisi ke 04 tanggal 16 Juli 2020 Revisi pergeseran anggaran antar 

output 

6 DIPA Revisi ke 05 tanggal 25 Agustus 2020 Revisi pergeseran anggaran antar 

output 

7 DIPA Revisi ke 06 tanggal 18 November 

2020 

Revisi halaman 3 DIPA 

Tabel 18. Perubahan DIPA 
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4.4.3 PROTOKOL KESEHATAN BARU 

Munculnya pandemi Covid-19 berakibat terhadap adanya perubahan 

perilaku atau kebiasaan baru (new normal) untuk tetap menjalankan 

aktivitas seperti biasa tanpa rasa takut lagi. Pemerintah juga mengeluarkan 

himbauan yang sering kita dengar di berbagai media elektronik yang berupa 

3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adanya 

himbauan 3M tersebut sudah diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat di lingkungan kerja, yaitu dengan adanya 

pembatasan antar karyawan di ruang kerja dan juga pembatasan jumlah 

karyawan yang harus bekerja dari kantor selama masa pandemi untuk 

mengurangi risiko penularan Covid-19.  

Adanya pembatasan tersebut memang bertujuan baik untuk faktor 

kesehatan dan keselamatan bagi karyawan. Akan tetapi hal tersebut juga 

berdampak pada keberlangsungan kehidupan perkantoran di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Segala macam 

kegiatan yang tadinya bersifat tatap muka secara langsung, terpaksa harus 

diadakan secara online atau dalam jaringan (daring). Memang beberapa 

kegiatan masih bisa dilaksanakan secara normal, akan tetapi dalam hal 

koordinasi dan kecepatan pelaksanaan hal tersebut sangat berpengaruh 

karena menjadi lebih lambat daripada dalam keadaan normal, terutama 

kegiatan yang menyangkut tentang kesatkeran  

4.4.4 PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

Mulai tanggal 12 Mei 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri PUPR 

Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggantikan Peraturan Menteri 

PUPR Nomor 3 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 

13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem 

dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami perubahan struktur 

organisasi yang semula terdapat 4 subdirektorat berkurang menjadi 2 

subdirektorat. Hal ini berpengaruh terhadap penyelesaian tugas 

subdirektorat lama. Secara struktur organisasi, subdirektorat tersebut 

memang sudah tidak ada tetapi tugas-tugas subdirektorat tersebut harus 

tetap diselesaikan karena terdapat pagu yang sudah dianggarkan sesuai 

dengan perjanjian kinerja awal. Adanya perubahan tersebut secara 
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langsung diikuti dengan perubahan susunan staf yang ada. Hal tersebut 

juga menjadi hambatan dalam penyelesaian tugas subdirektorat lama 

karena kurangnya waktu untuk melaksanakan kegiatan dan juga koordinasi 

dengan penanggungjawab kegiatan. 

4.5 ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI DI TAHUN ANGGARAN 2020 

Sepanjang tahun 2020, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan mengupayakan efektifitas dan efisiensi pencapaian 

kinerja melalui: 

1. Penggunaan dashboard KPBU sebagai alat kontrol pimpinan untuk melihat 

progres proyek KPBU Kementerian PUPR;  

2. Mengupayakan penggunaan kertas bekas untuk mencetak konsep-konsep 

laporan dan konsep surat. Disamping itu, juga mengoptimalkan aplikasi Tata 

Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sehingga pimpinan dalam memberikan 

disposisi dapat mengurangi penggunaan ATK; dan 

3. Pada tahun 2019 perhitungan capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem 

dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah output. Sedangkan tahun 

2020 perhitungan capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah outcome. Sehingga perhitungan 

capaian kinerja tahun 2020 lebih efektif dibanding perhitungan capaian kinerja 

tahun 2019 karena perhitungan capaian kinerja tahun 2020 menghitung dampak 

dan manfaat dari kegiatan di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. 
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2020 merupakan laporan 

pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja 

antara Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

tahun 2020. 

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2020 berisi akuntabilitas kinerja yang 

merupakan capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 

2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah mengacu pada Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Direktorat 

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, teridentifikasi 

beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut: 

 Mulai tanggal 12 Mei 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 

13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR 

menggantikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019. Berdasarkan 

peraturan menteri tersebut terjadi perampingan struktur di lingkungan 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. 

 Adanya Revisi DIPA yang dilakukan beberapa kali menyebabkan proses 

penyerapan anggaran menjadi terhambat; 
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 Adanya reviu renstra tingkat K/L yang perlu diikuti dengan penyusunan reviu 

renstra tingkat eselon I dan eselon II; dan 

 Penyesuaian waktu kerja dan terhambatnya koordinasi kerja antar pegawai di 

Direktorat PSSPP dan antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait penerapan 

sistem WFH (work from home). 

 

5.2 REKOMENDASI 

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang telah 

disebutkan dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, 

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan perlu 

melakukan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:  

 Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi lama dan baru Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan agar terlaksananya whole of government antar 

unit kerja; 

 Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar penyerapan anggaran 

dapat berjalan sesuai rencana; 

 Peningkatan Mutu baik dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi pegawai baik 

PNS maupun non PNS; dan 

 Menyusun revisi reviu renstra tingkat eselon II di Direktorat Pengembangan 

Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan informasi kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan secara komprehensif kepada pihak-pihak terkait. 



LAMPIRAN 

 

PERJANJIAN KINERJA: 

 

Perjanjian Kinerja Awal 

 



 

 

 

Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 



 

Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 



 

 

Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 
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CASCADING CAPAIAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN TA 2020: 

Program Sasaran Strategis 
Sasaran Program 

(SP) 

Indikator Kinerja 
Sasaran Program 

(IKSP) 

Sasaran Strategis 
(SK) 

IKK Satuan Target 

Dukungan 
Manajemen 

Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Kementerian 
PUPR dan Tugas 
Teknis Lainnya 

Meningkatnya 
Dukungan 
Manajemen dan 
Tugas Teknis 
Lainnya 

Tingkat 
Ketersediaan 
KPBU Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
yang siap 
dikerjasamakan 
dan didukung 
sistem, kebijakan 
dan strategi 
pembiayaan yang 
efisien dan efektif 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengembangan 
Sistem, kebijakan 
dan Strategi 
Penyelenggaraan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

Tingkat 
Pencapaian 
Pelaksanaan 
Pengembangan 
Sistem, Kebijakan 
dan Strategi 
Penyelenggaraan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

% 100 

Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Kementerian 
PUPR dan Tugas 
Teknis Lainnya 

SP, Meningkatnya 
Dukungan 
Manajemen dan 
Tugas Teknis 
Lainnya 

Tingkat Dukungan 
Manajemen 
Kementerian 
PUPR 

Meningkatnya 
Efektifitas dan 
Efisiensi Tata 
Kelola 
Penyelenggaraan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

Tingkat Kualitas 
Pembinaan dan 
Pengelolaan Tata 
Naskah Dinas, 
Kearsipan, 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Negara, dan 
Pengelolaan 
Ketatausahaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
 
  

% 2 

 

 

 

 



Jenis Indikator 
Bobot 

Perhitungan 
Metode 

Perhitungan 
Bobot 

Perhitungan 
Output Kegiatan Satuan 

Target (Pada 
Renstra DJPI) 

Bobot 
Perhitungan 

Tingkat 
implementasi 
kegiatan 
pengembangan 
sistem, kebijakan 
dan strategi 
penyelenggaraan 
pembiayaan 
infrastruktur PU dan 
Perumahan (%) 

40% 

Jumlah 
rekomendasi 
kebijakan, strategi, 
program dan 
pengembangan 
sistem informasi 
pembiayaan 
perumahan yang 
dikeluarkan 
dibandingkan 
dengan target 

20% 

Kebijakan, Strategi 
dan 
Pengembangan 
Sistem Informasi 
Pembiayaan 
Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

3 100% 

Jumlah 
rekomendasi 
kebijakan 
pembiayaan 
infrastruktur PU 
dan Perumahan 
yang disusun 
dibandingkan 
dengan target 

20% 

Kebijakan dan 
Strategi 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

6 100% 

Jumlah fasilitasi 
kerjasama 
pembiayaan 
perumahan yang 
dilaksanakan 
dibandingkan 
dengan target 

20% 

Fasilitasi dan 
Koordinasi Kerja 
Sama Pembiayaan 
Perumahan Kegiatan 1 100% 

Jumlah NSPK 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 
yang disusun 
dibandingkan 
dengan target 

20% 

NSPK 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan NSPK 2 100% 

Jumlah dokumen 
pengelolaan data 
dan informaso di 
bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 

20% 

Pengelolaan Data 
dan Informasi di 
Bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

Layanan 4 100% 



dan Perumahan 
yang disusun 
dibandingkan 
dengan target 

Tingkat 
implementasi 
kegiatan kepatuhan 
internal dan 
manajemen risiko 
dalam 
penyelenggaraan 
pembiayaan 
infrastruktur PU dan 
Perumahan (%) 30% 

Jumlah Laporan 
Kepatuhan Internal 
di Bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 
yang dikeluarkan 
dibandingkan 
dengan target 

50% 

Kepatuhan Internal 
di Bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

Laporan 0 100% 

Jumlah 
rekomendasi 
Kebijakan terkait 
Profil Risiko KPBU 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 
yang disusun 
dibandingkan 
dengan target 

50% 

Manajemen risiko 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

5 100% 

Tingkat 
implementasi 
kegiatan 
penyelenggaraan 
SAKIP (%) 

30% 

Penilaian dari 
Kementerian Pan 
dan RB 

100% 

Pemantauan dan 
Evaluasi di Bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

Laporan 7 100% 

Layanan 
Pelaksanaan 
Operasionalisasi 
Perkantoran 
Direktorat (%) 

  

100% 

Layanan 
Perkantoran 

Layanan 1  

  



Indikator 
Output 

Kegiatan 
Satuan 

Jumlah 
Target 
(Pada 

Renstra 
DJPI) 

Bobot 
Perhitungan 

Paket Kegiatan 
Target 

Pada DIPA 
Capaian 

Total 
Capaian 
Output 

Kegiatan 
(%) 

Total 
Indikator 

(%) 

Total 
Capaian 

(%) 
TOTAL (%) 

Jumlah 
Dokumen 
Penyusunan 
Kebijakan dan 
Strategi Bidang 
Pembiayaan 
Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

1 35% 

Pengembangan 
Kapasitas dan 
Reformasi 
Kebijakan 
Pembiayaan 
Sekunder 
Perumahan 

1 1 

33.33% 

15.33% 

38.13% 100% 

PDF untuk 
Penyiapan 
KPBU Sektor 
Perumahan 

1 0 

Pengembangan 
Kelembagaan 
BLU PPDPP 
untuk 
mendukung 
KPBU Sektor 
Perumahan 

1 0 

Jumlah 
Dokumen 
Penyusunan 
Standar dan 
Kriteria Bidang 
Pembiayaan 
Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

1 30% 
PPP Affordable 
Housing 

1 1 100% 

Jumlah 
Dokumen 
Pengembangan 
Data dan Sistem 
Informasi 
Bidang 
Pembiayaan 
Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

1 35% 

Grand Design 
Housing and 
Real Estate 
Information 
System (HREIS) 

1 1 100% 

Jumlah Draft 
Penyusunan 
Kebijakan dan 
Strategi 
Pembiayaan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

4 25% 

Penyusunan 
Keterpaduan 
Kebijakan 
Investasi 
Infrastruktur TA. 

1 1 100% 20% 



Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

20202021 

Penyusunan 
Pedoman 
Pelaksanaan 
Proyek KPBU 
Bidang PUPR 
atas Prakarsa 
Badan Usaha 

1 1 

Penyusunan 
Rencana Kerja 
Direktorat 
Perumusan 
Kebijakan dan 
Evaluasi Tahun 
2021 

1 1 

Penanganan 
Tanggap Darurat 
Bencana Covid-
19 di lingkungan 
Ditjen 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

1 1 

Dukungan 
Pelaksanaan 
Penyelesaian 
Penyusunan 
Perubahan 
Keppres 67 
Tahun 2016 
tentang 
Pengangkatan 
Ketua dan 
Anggota Tapera 

1 1 

Dukungan 
Pelaksanaan 
Penyelesaian 
Penyusunan 
Rancangan 
Peraturan 
Presiden tentang 

1 1 



Honorarium, 
Insentif, dan 
Manfaat 
Tambahan 
Lainnya bagi 
Komite Tapera 

Dukungan 
Pelaksanaan 
Mekanisme 
Pengalihan 
Masyarakat 
Pemanfaat Dana 
FLPP menjadi 
Peserta Tapera 

1 1 

Jumlah 
Dokumen 
Pelaksanaan 
Sinkronisasi 
Kebijakan 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

2 25% 

Koordinasi 
Simpul KPBU 
Kementerian 
PUPR TA. 2020 

1 1 

100% 

Pelaksanaan 
Identifikasi dan 
Seleksi Proyek 
Potensial KPBU 
Bidang 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Tahun Anggaran 
2021 

1 1 

Jumlah 
Dokumen 
Pengembangan 
Sumber Dana 
dan Pola 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

0 25% 

 

0 0 100% 

Jumlah 
Dokumen 
Pengembangan 
Kemitraan dan 
Koordinasi 
Penyiapan Kerja 

Rekomendasi 
Kebijakan 

0 25% 

 

0 0 100% 



Sama 
Pembiayaan 
Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

Jumlah Fasilitasi 
dan koordinasi 
Kerja Sama 
Luar Negeri 
Bidang 
Pembiayaan 
Perumahan 

Kegiatan 1 100% 

Jasa Layanan 
Konsultan 
Advisory untuk 
Komite 
Pengelola 
Proyek (PMC) 
NAHP 

1 1 100% 20% 

Jumlah NSPK 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum 
dan Perumahan 

NSPK 2 100% 

Penyusunan 
Pedoman 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

1 1 

100% 20% 

Penyusunan 
Kriteria Proyek 
Strategi 
Nasional (PSN) 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
PUPR 

1 1 

Jumlah 
Dokumen 
pengelolaan 
Data 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Layanan 1 35% 

Pengelolaan 
Data dan 
Dokumentasi 
Bidang 
Pembiayaan 
IPUP Tahun 
2020 

1 1 100% 

20% 
Jumlah 
Dokumen 
pengembangan 
Sistem 
Informasi 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 

Layanan 2 35% 

Pengelolaan 
Sistem Informasi 
Bidang 
Pembiayaan 
IPUP Tahun 
2020 

1 1 

100% 

Dukungan 
Pengembangan 

1 1 



Umum dan 
Perumahan 

Sistem Informasi 
dan Data 
Perumahan 
serta Penyiapan 
Akreditasi 
Asosiasi 
Pengembang 
Perumahan 

Jumlah 
Dokumen 
pengelolaan 
Konsultasi dan 
Informasi 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Layanan 1 30% 

Layanan 
Informasi Bidang 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

1 1 100% 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
dan 
Pengelolaan 
Kepatuhan 
Internal di 
bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Laporan 0 35% 

 

0 0 100% 

50% 30% 

Jumlah Laporan 
Layanan dan 
konsultasi 
Kepatuhan 
Internal di 
bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Laporan 0 35% 

 

0 0 100% 



Jumlah Laporan 
Pengendalian 
dan 
pemantauan 
Kepatuhan 
Internal di 
bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Laporan 0 30% 

 

0 0 100% 

Jumlah Profil 
Risiko 
Penyusunan 
Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

4 35% 

Penyusunan 
Profil Risiko dan 
Pola 
Penanganan 
Risiko Investasi 
Bidang Jalan 
dan Jembatan 

1 1 

100% 

50% 

Penyusunan 
Profil Risiko dan 
Pola 
Penanganan 
Risiko Investasi 
Bidang SDA 

1 1 

Penyusunan 
Profil Risiko dan 
Pola 
Penanganan 
Risiko Investasi 
Bidang 
Perumahan 

1 1 

Penyusunan 
Profil Risiko dan 
Pola 
Penanganan 
Risiko Investasi 
Bidang 
Permukiman 

1 1 

Jumlah 
Dokumen 
Pelaksanaan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

0 35%  0 0 100% 



Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Jumlah 
Dokumen 
Fasilitasi dan 
Bimbingan 
Teknis 
Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Rekomendasi 
Kebijakan 

1 30% 

Bimbingan 
Teknis 
Manajemen 
Risiko 
 

1 1 100% 

Jumlah Laporan 
Pemantauan 
dan Evaluasi di 
bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Laporan 3 30%  3 3 100% 

100% 30% 

Jumlah Laporan 
dan Informasi 
pimpinan di 
bidang 
Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur  
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Laporan 2 40%  2 2 100% 

Jumlah Laporan 
Kinerja 
Pengembangan 
Pembiayaan 

Laporan 2 30%  2 2 100% 



Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Jumlah Layanan 
Pelaksanaan 
Oprasionalisasi 
Perkantoran 
Direktorat 
PSSPP 

Layanan 1  

Operasional 
Direktorat 
 

1 1 100% 100% 

2%  
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ASKOLANI

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN

Satker (631003)  PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:9064-7592-5100-6920

Rp. 153.221.494.000EKONOMI04

Rp. 153.221.494.00004.90 EKONOMI LAINNYA

Rp. 38.600.000.000PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

Rp. 38.600.000.00006.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
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TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN

Satker (631003)  PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

DS:9064-7592-5100-6920

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 191.821.494.000

16.4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 72.332.494.000

16.4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 28.440.000.000

16.4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rp. 16.770.000.000

16.4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rp. 18.779.000.000

16.4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rp. 16.900.000.000

16.4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan Rp. 38.600.000.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Arvi Argyantoro, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Mochamad Resya Choriawan

Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:9064-7592-5100-6920

1

Sub Fungsi

Fungsi 153.221.494.000EKONOMI04

153.221.494.00004.90 EKONOMI LAINNYA
38.600.000.000PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

38.600.000.00006.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

033.16.16 191.821.494.000Program2 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

01 Meningkatnya Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanSasaran Program

01 Tingkat Ketersediaan Pembiayaan  Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Kinerja Program 16                             %

02 Tingkat Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Terhadap Kemudahan dan/atau
Bantuan serta Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

15                             %

Output Program 01 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

01 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 1                              Jumlah Paket PembiayaanIndikator Output Program

02 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 4                              Jumlah Paket Pembiayaan
03 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 2                              Jumlah Paket Pembiayaan
04 Jumlah Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 23                             Dokumen

4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

28.440.000.000Kegiatan

01 Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

03 Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

04 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

4195.001 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

3.700.000.0005 DokumenOutput Kegiatan

01 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 5                              Dokumen

4195.002 MOU Kerja Sama Pembiayaan Perumahan
[PN]

1.300.000.0001 MoUOutput Kegiatan

01 MOU Kerja Sama Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 1                              MoU



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Arvi Argyantoro, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Mochamad Resya Choriawan

Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:9064-7592-5100-6920

4195.003 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 7.350.000.0007 Draft Jakstra dan NSPKOutput Kegiatan
01 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 7                              Draft Jakstra dan NSPK

4195.004 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 5.485.000.0004 Profil RisikoOutput Kegiatan
01 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 4                              Profil Risiko

4195.005 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 4.388.000.0005 DokumenOutput Kegiatan
01 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 5                              Dokumen

4195.006 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 5.217.000.0007 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 7                              Laporan

4195.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 16.770.000.000Kegiatan

01 Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya AirSasaran Kegiatan

4196.001 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 6.500.000.0008 DokumenOutput Kegiatan
01 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya AirIndikator Output Kegiatan 8                              Dokumen

4196.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 5.000.000.0001 Paket PembiayaanOutput Kegiatan

4196.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 4.270.000.0006 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya AirIndikator Output Kegiatan 6                              Laporan

4196.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 18.779.000.000Kegiatan

01 Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatanSasaran Kegiatan

01 Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan

03 Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan

04 Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

05 Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 3IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Arvi Argyantoro, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Mochamad Resya Choriawan

Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:9064-7592-5100-6920

4197.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 9.879.000.0006 DokumenOutput Kegiatan
01 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 6                              Dokumen

4197.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 3.800.000.0004 Paket PembiayaanOutput Kegiatan
01 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 4                              Paket Pembiayaan

4197.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 4.100.000.0005 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 5                              Laporan

4197.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 16.900.000.000Kegiatan

01 Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukimanSasaran Kegiatan

01 Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur PermukimanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman

03 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman

04 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

05 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman

4198.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman 5.700.000.0006 DokumenOutput Kegiatan
01 Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur PermukimanIndikator Output Kegiatan 2                              Dokumen
02 Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman 2                              Dokumen
03 Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman 2                              Dokumen

4198.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman 5.100.000.0002 Paket PembiayaanOutput Kegiatan

4198.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman 5.100.000.0006 LaporanOutput Kegiatan

4198.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan

Output Program 02 Jumlah MBR yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan  serta Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan

01 Rasio Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitasi
Pembiayaan Perumahan

15                             %Indikator Output Program

02 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan 1                              Jumlah Paket Pembiayaan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 4IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Arvi Argyantoro, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Mochamad Resya Choriawan

Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:9064-7592-5100-6920

03 Dukungan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan 91                             LaporanIndikator Output Program

4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan 38.600.000.000Kegiatan

01 Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan  PerumahanSasaran Kegiatan

01 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan PerumahanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Layanan Kemudahan dan/atau
Bantuan Pembiayaan Perumahan

03 Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

04 Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

05 Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan

06 Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

07 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan

08 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

4199.001 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
[PN]

4.500.000.0002 JakstraOutput Kegiatan

01 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 2                              Jakstra

4199.002 Pelaksanaan Investasi Perumahan 4.000.000.0001 Paket PembiayaanOutput Kegiatan
01 Pelaksanaan Investasi PerumahanIndikator Output Kegiatan 1                              Paket Pembiayaan

4199.003 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan 4.000.000.0003 Draft NSPKOutput Kegiatan
01 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 3                              Draft NSPK

4199.004 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

5.000.000.0006 LaporanOutput Kegiatan

01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

Indikator Output Kegiatan 6                              Laporan

4199.005 Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan
[PN]

19.500.000.000312 Rumah TanggaOutput Kegiatan

01 Layanan Bantuan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 312                            Rumah Tangga

4199.006 Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

600.000.0008.460 Rumah TanggaOutput Kegiatan

01 Layanan Fasilitasi Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 8.460                          Rumah Tangga

4199.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 5IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Arvi Argyantoro, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Mochamad Resya Choriawan

Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:9064-7592-5100-6920

Output Program 03 Output Internal Eselon I

01 Jumlah Layanan Internal 1                              LayananIndikator Output Program

4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

72.332.494.000Kegiatan

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon ISasaran Kegiatan

01 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi BirokrasiIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian

03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan

04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan

05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum

06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol

07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran

08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

4194.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 22.573.370.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi BirokrasiIndikator Output Kegiatan 3                              Laporan
02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian 3                              Laporan
03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 6                              Laporan
04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan 3                              Laporan
05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum 3                              Laporan
06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol 5                              Laporan
07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran 2                              Laporan
08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 3                              Laporan

4194.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4.505.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unitIndikator Output Kegiatan 1                              Layanan
03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit 1                              Layanan
05 Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2 1                              Layanan

4194.994 Layanan Perkantoran 45.254.124.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx% 1                              Layanan

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2020

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:9064-7592-5100-6920

1. Anggaran Tahun 2020

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

191.821.494.000

176.821.494.000

0

15.000.000.000

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

1.041.667

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.000.000.000

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 USDINTERNATIONALBANK

USD8717-ID 1.041,67

3IDR 15.000.0001HG72SWA 15.000.000,00

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9064-7592-5100-6920

631003 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 29.713.794 157.602.700 4.505.000 - - 191.821.494

033.16.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 29.713.794 157.602.700 4.505.000 - - 191.821.494

4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

29.713.794 38.113.700 4.505.000 - - 72.332.494

4194.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - 22.573.370 - - - 22.573.370 01 54.

-- 22.573.370- 13922.573.370 -RM01

4194.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 4.505.000 - - 4.505.000 01 54.

-4.505.000 4.505.000- 139- -RM01

4194.994 Layanan Perkantoran 29.713.794 15.540.330 - - - 45.254.124 01 00.

-- 45.254.12429.713.794 13915.540.330 -RM01 @

4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

- 28.440.000 - - - 28.440.000

4195.001 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan
Perumahan
[PN]

- 3.700.000 - - - 3.700.000 01 54.

- RK- 1HG72SWA3.700.000- 1393.700.000 -PLN02

4195.002 MOU Kerja Sama Pembiayaan Perumahan - 1.300.000 - - - 1.300.000 01 54.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9064-7592-5100-6920

[PN]

- RK- 1HG72SWA1.300.000- 1391.300.000 -PLN02

4195.003 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 7.350.000 - - - 7.350.000 01 54.

-- 7.350.000- 1397.350.000 -RM01

4195.004 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan - 5.485.000 - - - 5.485.000 01 54.

-- 5.485.000- 1395.485.000 -RM01

4195.005 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 4.388.000 - - - 4.388.000 01 54.

-- 4.388.000- 1394.388.000 -RM01

4195.006 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 5.217.000 - - - 5.217.000 01 54.

-- 5.217.000- 1395.217.000 -RM01

4195.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air - 16.770.000 - - - 16.770.000

4196.001 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 6.500.000 - - - 6.500.000 01 54.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9064-7592-5100-6920

-- 6.500.000- 1396.500.000 -RM01

4196.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 5.000.000 - - - 5.000.000 01 54.

-- 5.000.000- 1395.000.000 -RM01

4196.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 4.270.000 - - - 4.270.000 01 54.

-- 4.270.000- 1394.270.000 -RM01

4196.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 18.779.000 - - - 18.779.000

4197.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 9.879.000 - - - 9.879.000 01 54.

-- 9.879.000- 1399.879.000 -RM01

4197.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 3.800.000 - - - 3.800.000 01 54.

-- 3.800.000- 1393.800.000 -RM01

4197.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 4.100.000 - - - 4.100.000 01 54.

-- 4.100.000- 1394.100.000 -RM01



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9064-7592-5100-6920

4197.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman - 16.900.000 - - - 16.900.000

4198.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman - 5.700.000 - - - 5.700.000 01 54.

-- 5.700.000- 1395.700.000 -RM01

4198.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman - 5.100.000 - - - 5.100.000 01 54.

-- 5.100.000- 1395.100.000 -RM01

4198.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman - 5.100.000 - - - 5.100.000 01 54.

-- 5.100.000- 1395.100.000 -RM01

4198.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan - 38.600.000 - - - 38.600.000

4199.001 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 4.500.000 - - - 4.500.000 01 00.

-- 4.500.000- 1394.500.000 -RM01



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 5II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9064-7592-5100-6920

4199.002 Pelaksanaan Investasi Perumahan - 4.000.000 - - - 4.000.000 01 00.

-- 4.000.000- 1394.000.000 -RM01

4199.003 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan - 4.000.000 - - - 4.000.000 01 00.

-- 4.000.000- 1394.000.000 -RM01

4199.004 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

- 5.000.000 - - - 5.000.000 01 00.

-- 5.000.000- 1395.000.000 -RM01

4199.005 Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 19.500.000 - - - 19.500.000 01 00.

-- 9.500.000- 1399.500.000 -RM01

- RK- 1HG72SWA10.000.000- 13910.000.000 -PLN02

4199.006 Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 600.000 - - - 600.000 01 00.

-- 600.000- 139600.000 -RM01

4199.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 00.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

JUMLAH 29.713.794 157.602.700 4.505.000 - - 191.821.494

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019



TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(01)

Unit Organisasi

(631003)

Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN(16)

Kode/Nama Satker

(033)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9064-7592-5100-6920
NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

6310031. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN

22.484.25911.611.9947.745.041 30.457.66120.705.495 191.821.4943.203.702 20.078.213 20.976.96411.261.1045.116.778 24.252.64513.927.638RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 1.735.286 29.713.7941.762.028 1.919.511 2.442.474 2.344.418 3.607.255 2.807.954 2.594.014 3.503.256 1.720.429 2.620.757 2.656.412

52 BELANJA BARANG 1.449.945 157.602.7003.215.095 5.642.176 8.636.628 9.077.915 10.086.573 17.509.660 17.036.852 18.471.037 18.849.283 21.103.001 26.524.535

53 BELANJA MODAL 18.471 4.505.000139.655 183.354 182.002 189.661 233.810 387.881 447.347 509.966 407.252 528.887 1.276.714

033.16.16.4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

2.679.202 10.347.6628.253.0686.686.0808.480.1487.161.4527.430.2676.280.3424.729.4284.713.1073.467.3352.104.403 72.332.494

51 BELANJA PEGAWAI 1.735.286 29.713.7941.762.028 1.919.511 2.442.474 2.344.418 3.607.255 2.807.954 2.594.014 3.503.256 1.720.429 2.620.757 2.656.412

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 350.646 38.113.700777.519 1.364.470 2.088.631 2.195.349 2.439.277 4.234.432 4.120.091 4.466.926 4.558.399 5.103.424 6.414.536

53 BELANJA MODAL 18.471 4.505.000139.655 183.354 182.002 189.661 233.810 387.881 447.347 509.966 407.252 528.887 1.276.714

033.16.16.4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan
Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

580.176 4.786.4523.808.1163.401.4243.333.1683.074.3643.159.6841.820.1601.638.1441.558.5121.018.152261.648 28.440.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 261.648 28.440.000580.176 1.018.152 1.558.512 1.638.144 1.820.160 3.159.684 3.074.364 3.333.168 3.401.424 3.808.116 4.786.452

033.16.16.4196 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air

342.108 2.822.3912.245.5032.005.6921.965.4441.812.8371.863.1471.073.280965.952918.996600.366154.284 16.770.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 154.284 16.770.000342.108 600.366 918.996 965.952 1.073.280 1.863.147 1.812.837 1.965.444 2.005.692 2.245.503 2.822.391

033.16.16.4197 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan

383.092 3.160.5062.514.5082.245.9682.200.8992.030.0102.086.3471.201.8561.081.6701.029.089672.288172.767 18.779.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 172.767 18.779.000383.092 672.288 1.029.089 1.081.670 1.201.856 2.086.347 2.030.010 2.200.899 2.245.968 2.514.508 3.160.506

033.16.16.4198 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman

344.760 2.844.2702.262.9102.021.2401.980.6801.826.8901.877.5901.081.600973.440926.120605.020155.480 16.900.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 155.480 16.900.000344.760 605.020 926.120 973.440 1.081.600 1.877.590 1.826.890 1.980.680 2.021.240 2.262.910 2.844.270



TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(01)

Unit Organisasi

(631003)

Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN(16)

Kode/Nama Satker

(033)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

:

2Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9064-7592-5100-6920
NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

033.16.16.4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan
Pembiayaan Perumahan

787.440 6.496.3805.168.5404.616.5604.523.9204.172.6604.288.4602.470.4002.223.3602.115.2801.381.880355.120 38.600.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 355.120 38.600.000787.440 1.381.880 2.115.280 2.223.360 2.470.400 4.288.460 4.172.660 4.523.920 4.616.560 5.168.540 6.496.380

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[16]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[631003]

[01]

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

[033]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:9064-7592-5100-6920

Halaman : IV.A. 1

631003 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

2.016.910Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

2.016.91052 Belanja Barang Rp.

033.16.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

1.605.600522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.598.910

Tidak sesuai dengan analisis kebutuhan kendaraan operasional kantor

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

440.000523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 418.000

Tidak sesuai dengan analisis kebutuhan kendaraan operasional kantor

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

4194.994 Layanan Perkantoran

SEKRETARIS JENDERAL

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[16]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[631003]

[01]

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

[033]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:9064-7592-5100-6920

Halaman : IV.B. 1

SEKRETARIS JENDERAL

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

ttd.
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NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2824-2905-4050-2816

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 01

Tanggal : 20 Februari 2020

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(16): DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(01): DKI JAKARTA

: (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Terlampir
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 191.821.494.000  (  SERATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

176.821.494.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

15.000.000.000

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.15.000.000.000

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   JAKARTA V 176.821.494.000(139) Rp.2. KPPN   KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH 15.000.000.000(140)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

ASKOLANI

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN

Satker (631003)  PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2824-2905-4050-2816

Rp. 153.221.494.000EKONOMI04

Rp. 153.221.494.00004.90 EKONOMI LAINNYA

Rp. 38.600.000.000PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

Rp. 38.600.000.00006.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN

Satker (631003)  PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

DS:2824-2905-4050-2816

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 191.821.494.000

16.4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 72.332.494.000

16.4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 28.440.000.000

16.4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rp. 16.770.000.000

16.4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rp. 18.779.000.000

16.4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rp. 16.900.000.000

16.4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan Rp. 38.600.000.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

1

Sub Fungsi

Fungsi 153.221.494.000EKONOMI04

153.221.494.00004.90 EKONOMI LAINNYA
38.600.000.000PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

38.600.000.00006.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

033.16.16 191.821.494.000Program2 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

01 Meningkatnya Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanSasaran Program

01 Tingkat Ketersediaan Pembiayaan  Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Kinerja Program 16                             %

02 Tingkat Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Terhadap Kemudahan dan/atau
Bantuan serta Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

15                             %

Output Program 01 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

01 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 1                              Jumlah Paket PembiayaanIndikator Output Program

02 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 4                              Jumlah Paket Pembiayaan
03 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 2                              Jumlah Paket Pembiayaan
04 Jumlah Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 23                             Dokumen

4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

28.440.000.000Kegiatan

01 Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

03 Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

04 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

01 Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

02 Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

03 Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

04 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

01 Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

03 Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

04 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

01 Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

02 Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

03 Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

04 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

4195.001 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

3.700.000.0005 DokumenOutput Kegiatan

01 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 5                              Dokumen

4195.002 MOU Kerja Sama Pembiayaan Perumahan
[PN]

1.300.000.0001 MoUOutput Kegiatan

01 MOU Kerja Sama Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 1                              MoU

4195.003 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 7.350.000.0007 Draft Jakstra dan NSPKOutput Kegiatan
01 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 7                              Draft Jakstra dan NSPK

4195.004 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 5.485.000.0004 Profil RisikoOutput Kegiatan
01 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 4                              Profil Risiko

4195.005 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 4.388.000.0005 DokumenOutput Kegiatan
01 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 5                              Dokumen

4195.006 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 5.217.000.0007 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 7                              Laporan

4195.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 16.770.000.000Kegiatan

01 Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya AirSasaran Kegiatan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 3IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

4196.001 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 6.500.000.0008 DokumenOutput Kegiatan
01 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya AirIndikator Output Kegiatan 8                              Dokumen

4196.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 5.000.000.0001 Paket PembiayaanOutput Kegiatan

4196.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 4.270.000.0006 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya AirIndikator Output Kegiatan 6                              Laporan

4196.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 18.779.000.000Kegiatan

01 Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatanSasaran Kegiatan

01 Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan

03 Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan

04 Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

05 Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan

01 Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

02 Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan

03 Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan

04 Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

05 Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan

01 Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

02 Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan

03 Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan

04 Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

05 Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan

01 Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

02 Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan

03 Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 4IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

04 Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatanIndikator Kinerja Kegiatan

05 Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan

4197.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 9.879.000.0006 DokumenOutput Kegiatan
01 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 6                              Dokumen

4197.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 3.800.000.0004 Paket PembiayaanOutput Kegiatan
01 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 4                              Paket Pembiayaan

4197.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 4.100.000.0005 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 5                              Laporan

4197.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 16.900.000.000Kegiatan

01 Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukimanSasaran Kegiatan

01 Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur PermukimanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman

03 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman

04 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

05 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman

01 Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

02 Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman

03 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman

04 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

05 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman

01 Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

02 Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman

03 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman

04 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

05 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman

01 Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

02 Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 5IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

03 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur PermukimanIndikator Kinerja Kegiatan

04 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

05 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman

4198.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman 5.700.000.0006 DokumenOutput Kegiatan
01 Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur PermukimanIndikator Output Kegiatan 2                              Dokumen
02 Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman 2                              Dokumen
03 Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman 2                              Dokumen

4198.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman 5.100.000.0002 Paket PembiayaanOutput Kegiatan

4198.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman 5.100.000.0006 LaporanOutput Kegiatan

4198.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan

Output Program 02 Jumlah MBR yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan  serta Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan

01 Rasio Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitasi
Pembiayaan Perumahan

15                             %Indikator Output Program

02 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan 1                              Jumlah Paket Pembiayaan
03 Dukungan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan 91                             Laporan

4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan 38.600.000.000Kegiatan

01 Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan  PerumahanSasaran Kegiatan

01 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan PerumahanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Layanan Kemudahan dan/atau
Bantuan Pembiayaan Perumahan

03 Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

04 Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

05 Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan

06 Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

07 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan

08 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 6IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

01 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan PerumahanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Layanan Kemudahan dan/atau
Bantuan Pembiayaan Perumahan

03 Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

04 Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

05 Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan

06 Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

07 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan

08 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

01 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

02 Jumlah Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Layanan Kemudahan dan/atau
Bantuan Pembiayaan Perumahan

03 Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

04 Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

05 Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan

06 Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

07 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan

08 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

01 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

02 Jumlah Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Layanan Kemudahan dan/atau
Bantuan Pembiayaan Perumahan

03 Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

04 Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

05 Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan

06 Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

07 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan

08 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 7IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

4199.001 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
[PN]

4.500.000.0002 JakstraOutput Kegiatan

01 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 2                              Jakstra

4199.002 Pelaksanaan Investasi Perumahan 4.000.000.0001 Paket PembiayaanOutput Kegiatan
01 Pelaksanaan Investasi PerumahanIndikator Output Kegiatan 1                              Paket Pembiayaan

4199.003 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan 4.000.000.0003 Draft NSPKOutput Kegiatan
01 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 3                              Draft NSPK

4199.004 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

5.000.000.0006 LaporanOutput Kegiatan

01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

Indikator Output Kegiatan 6                              Laporan

4199.005 Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan
[PN]

19.500.000.000312 Rumah TanggaOutput Kegiatan

01 Layanan Bantuan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 312                            Rumah Tangga

4199.006 Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

600.000.0008.460 Rumah TanggaOutput Kegiatan

01 Layanan Fasilitasi Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 8.460                          Rumah Tangga

4199.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

Output Program 03 Output Internal Eselon I

01 Jumlah Layanan Internal 1                              LayananIndikator Output Program

4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

72.332.494.000Kegiatan

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon ISasaran Kegiatan

01 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi BirokrasiIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian

03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan

04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan

05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum

06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol

07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 8IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan EvaluasiIndikator Kinerja Kegiatan

04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan

05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum

06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol

07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran

08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

01 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian

03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan

01 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian

03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan

04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan

05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum

06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol

07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran

08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

01 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian

03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan

04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan

05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum

06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol

07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran

08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

4194.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 22.573.370.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi BirokrasiIndikator Output Kegiatan 3                              Laporan
02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian 3                              Laporan
03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 6                              Laporan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 9IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undanganIndikator Output Kegiatan 3                              Laporan
05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum 3                              Laporan
06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol 5                              Laporan
07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran 2                              Laporan
08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 3                              Laporan

4194.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4.505.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unitIndikator Output Kegiatan 1                              Layanan
03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit 1                              Layanan
05 Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2 1                              Layanan

4194.994 Layanan Perkantoran 45.254.124.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx% 1                              Layanan

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2020

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

1. Anggaran Tahun 2020

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

191.821.494.000

176.821.494.000

0

15.000.000.000

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

1.041.667

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.000.000.000

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 USDINTERNATIONALBANKFORREC

USD8717-ID 1.041,67

3IDR 15.000.0001HG72SWA 15.000.000,00

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2824-2905-4050-2816

631003 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 29.713.794 157.602.700 4.505.000 - - 191.821.494

033.16.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 29.713.794 157.602.700 4.505.000 - - 191.821.494

4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

29.713.794 38.113.700 4.505.000 - - 72.332.494

4194.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - 22.573.370 - - - 22.573.370 01 54.

-- 22.573.370- 13922.573.370 -RM01

4194.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 4.505.000 - - 4.505.000 01 54.

-4.505.000 4.505.000- 139- -RM01

4194.994 Layanan Perkantoran 29.713.794 15.540.330 - - - 45.254.124 01 00.

-- 45.254.12429.713.794 13915.540.330 -RM01 @

4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

- 28.440.000 - - - 28.440.000

4195.001 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan
Perumahan
[PN]

- 3.700.000 - - - 3.700.000 01 54.

- RK- 1HG72SWA3.700.000- 1403.700.000 -PLN02

4195.002 MOU Kerja Sama Pembiayaan Perumahan - 1.300.000 - - - 1.300.000 01 54.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2824-2905-4050-2816

[PN]

- RK- 1HG72SWA1.300.000- 1401.300.000 -PLN02

4195.003 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 7.350.000 - - - 7.350.000 01 54.

-- 7.350.000- 1397.350.000 -RM01

4195.004 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan - 5.485.000 - - - 5.485.000 01 54.

-- 5.485.000- 1395.485.000 -RM01

4195.005 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 4.388.000 - - - 4.388.000 01 54.

-- 4.388.000- 1394.388.000 -RM01

4195.006 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 5.217.000 - - - 5.217.000 01 54.

-- 5.217.000- 1395.217.000 -RM01

4195.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air - 16.770.000 - - - 16.770.000

4196.001 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 6.500.000 - - - 6.500.000 01 54.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2824-2905-4050-2816

-- 6.500.000- 1396.500.000 -RM01

4196.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 5.000.000 - - - 5.000.000 01 54.

-- 5.000.000- 1395.000.000 -RM01

4196.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 4.270.000 - - - 4.270.000 01 54.

-- 4.270.000- 1394.270.000 -RM01

4196.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 18.779.000 - - - 18.779.000

4197.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 9.879.000 - - - 9.879.000 01 54.

-- 9.879.000- 1399.879.000 -RM01

4197.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 3.800.000 - - - 3.800.000 01 54.

-- 3.800.000- 1393.800.000 -RM01

4197.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 4.100.000 - - - 4.100.000 01 54.

-- 4.100.000- 1394.100.000 -RM01



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2824-2905-4050-2816

4197.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman - 16.900.000 - - - 16.900.000

4198.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman - 5.700.000 - - - 5.700.000 01 54.

-- 5.700.000- 1395.700.000 -RM01

4198.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman - 5.100.000 - - - 5.100.000 01 54.

-- 5.100.000- 1395.100.000 -RM01

4198.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman - 5.100.000 - - - 5.100.000 01 54.

-- 5.100.000- 1395.100.000 -RM01

4198.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan - 38.600.000 - - - 38.600.000

4199.001 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 4.500.000 - - - 4.500.000 01 00.

-- 4.500.000- 1394.500.000 -RM01



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 5II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2824-2905-4050-2816

4199.002 Pelaksanaan Investasi Perumahan - 4.000.000 - - - 4.000.000 01 00.

-- 4.000.000- 1394.000.000 -RM01

4199.003 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan - 4.000.000 - - - 4.000.000 01 00.

-- 4.000.000- 1394.000.000 -RM01

4199.004 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

- 5.000.000 - - - 5.000.000 01 00.

-- 5.000.000- 1395.000.000 -RM01

4199.005 Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 19.500.000 - - - 19.500.000 01 00.

-- 9.500.000- 1399.500.000 -RM01

- RK- 1HG72SWA10.000.000- 14010.000.000 -PLN02

4199.006 Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 600.000 - - - 600.000 01 00.

-- 600.000- 139600.000 -RM01

4199.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 00.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

JUMLAH 29.713.794 157.602.700 4.505.000 - - 191.821.494

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019



TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(01)

Unit Organisasi

(631003)

Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN(16)

Kode/Nama Satker

(033)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2824-2905-4050-2816
NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

6310031. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN

23.933.83519.311.0526.575.719 9.201.75228.467.163 191.821.4942.368.193 30.011.705 21.918.47010.058.0934.119.822 15.882.44519.973.246RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 297.138 29.713.794297.138 594.276 1.188.552 3.862.793 3.862.793 4.754.207 5.051.345 3.862.793 2.674.241 2.079.966 1.188.552

52 BELANJA BARANG 2.026.006 157.602.7003.777.634 5.891.343 8.689.341 14.862.609 15.524.803 22.992.156 24.194.510 19.485.392 18.838.778 13.487.130 7.833.000

53 BELANJA MODAL 45.050 4.505.00045.050 90.100 180.200 585.650 585.650 720.800 765.850 585.650 405.450 315.350 180.200

033.16.16.4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

879.325 3.351.3005.338.2756.641.9249.305.22411.923.52411.216.1999.151.2249.133.2243.010.3001.612.650769.325 72.332.494

51 BELANJA PEGAWAI 297.138 29.713.794297.138 594.276 1.188.552 3.862.793 3.862.793 4.754.207 5.051.345 3.862.793 2.674.241 2.079.966 1.188.552

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 427.137 38.113.700537.137 928.274 1.641.548 4.684.781 4.702.781 5.741.192 6.106.329 4.856.781 3.562.233 2.942.959 1.982.548

53 BELANJA MODAL 45.050 4.505.00045.050 90.100 180.200 585.650 585.650 720.800 765.850 585.650 405.450 315.350 180.200

033.16.16.4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan
Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

231.411 591.8651.394.6983.485.1814.334.1917.117.0475.588.8772.920.4441.259.164799.452575.472142.200 28.440.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 142.200 28.440.000231.411 575.472 799.452 1.259.164 2.920.444 5.588.877 7.117.047 4.334.191 3.485.181 1.394.698 591.865

033.16.16.4196 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air

167.700 670.8001.173.9001.509.3002.180.1002.850.9002.683.2002.180.1002.180.100670.800335.400167.700 16.770.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 167.700 16.770.000167.700 335.400 670.800 2.180.100 2.180.100 2.683.200 2.850.900 2.180.100 1.509.300 1.173.900 670.800

033.16.16.4197 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan

629.097 2.014.987999.0434.225.2751.243.1701.122.9843.329.517905.1482.259.1141.599.971422.52828.169 18.779.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 28.169 18.779.000629.097 422.528 1.599.971 2.259.114 905.148 3.329.517 1.122.984 1.243.170 4.225.275 999.043 2.014.987

033.16.16.4198 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman

785.850 371.800819.6502.313.6103.486.4702.776.6701.813.3701.323.2701.292.850894.010887.250135.200 16.900.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 135.200 16.900.000785.850 887.250 894.010 1.292.850 1.323.270 1.813.370 2.776.670 3.486.470 2.313.610 819.650 371.800



TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(01)

Unit Organisasi

(631003)

Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN(16)

Kode/Nama Satker

(033)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

:

2Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2824-2905-4050-2816
NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

033.16.16.4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan
Pembiayaan Perumahan

1.426.440 2.201.0006.156.8803.743.1803.384.6804.220.5803.836.0003.493.0603.186.6003.083.5602.742.4201.125.600 38.600.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 1.125.600 38.600.0001.426.440 2.742.420 3.083.560 3.186.600 3.493.060 3.836.000 4.220.580 3.384.680 3.743.180 6.156.880 2.201.000

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[16]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[631003]

[01]

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

[033]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

Halaman : IV.A. 1

631003 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

2.016.910Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

2.016.91052 Belanja Barang Rp.

033.16.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

1.605.600522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.598.910

Tidak sesuai dengan analisis kebutuhan kendaraan operasional kantor

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

440.000523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 418.000

Tidak sesuai dengan analisis kebutuhan kendaraan operasional kantor

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

4194.994 Layanan Perkantoran

SEKRETARIS JENDERAL

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[16]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[631003]

[01]

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

[033]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:2824-2905-4050-2816

Halaman : IV.B. 1

SEKRETARIS JENDERAL

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

ttd.
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NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:5936-4622-5619-0994

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 03

Tanggal : 11 Juni 2020

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(16): DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(01): DKI JAKARTA

: (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Terlampir
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 571.656.177.000  (  LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

151.821.494.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

419.834.683.000

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.419.834.683.000

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   JAKARTA V 151.821.494.000(139) Rp.2. KPPN   KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH 419.834.683.000(140)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

ASKOLANI

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN

Satker (631003)  PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:5936-4622-5619-0994

Rp. 156.742.636.000EKONOMI04

Rp. 156.742.636.00004.90 EKONOMI LAINNYA

Rp. 414.913.541.000PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

Rp. 414.913.541.00006.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN

Satker (631003)  PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

DS:5936-4622-5619-0994

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 571.656.177.000

16.4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 67.635.934.000

16.4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp. 46.619.170.000

16.4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rp. 12.042.309.000

16.4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rp. 17.172.517.000

16.4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rp. 13.272.706.000

16.4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan Rp. 414.913.541.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

1

Sub Fungsi

Fungsi 156.742.636.000EKONOMI04

156.742.636.00004.90 EKONOMI LAINNYA
414.913.541.000PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

414.913.541.00006.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

033.16.16 571.656.177.000Program2 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

01 Meningkatnya Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanSasaran Program

01 Tingkat Ketersediaan Pembiayaan  Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Kinerja Program 16                             %

02 Tingkat Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Terhadap Kemudahan dan/atau
Bantuan serta Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

15                             %

Output Program 01 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

01 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 1                              Jumlah Paket PembiayaanIndikator Output Program

02 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 4                              Jumlah Paket Pembiayaan
03 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 2                              Jumlah Paket Pembiayaan
04 Jumlah Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 23                             Dokumen

4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

46.619.170.000Kegiatan

01 Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Sasaran Kegiatan

01 Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

03 Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

04 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

4195.001 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

21.719.818.0005 DokumenOutput Kegiatan

01 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 5                              Dokumen

4195.002 MOU Kerja Sama Pembiayaan Perumahan
[PN]

7.114.865.0001 MoUOutput Kegiatan

01 MOU Kerja Sama Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 1                              MoU



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

4195.003 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 5.893.707.0007 Draft Jakstra dan NSPKOutput Kegiatan
01 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 7                              Draft Jakstra dan NSPK

4195.004 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 3.871.696.0004 Profil RisikoOutput Kegiatan
01 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 4                              Profil Risiko

4195.005 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 3.127.588.0004 DokumenOutput Kegiatan
01 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 5                              Dokumen

4195.006 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 3.891.496.0007 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanIndikator Output Kegiatan 7                              Laporan

4195.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 12.042.309.000Kegiatan

01 Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya AirSasaran Kegiatan

01 Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya AirIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air

03 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air

04 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

05 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air

4196.001 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 5.375.138.0008 DokumenOutput Kegiatan
01 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya AirIndikator Output Kegiatan 8                              Dokumen

4196.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 3.148.825.0001 Paket PembiayaanOutput Kegiatan

4196.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air 2.518.346.0006 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya AirIndikator Output Kegiatan 6                              Laporan

4196.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 17.172.517.000Kegiatan

01 Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatanSasaran Kegiatan

01 Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 3IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

03 Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatanIndikator Kinerja Kegiatan

04 Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

05 Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan

4197.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 9.154.655.0006 DokumenOutput Kegiatan
01 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 6                              Dokumen

4197.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 3.518.947.0004 Paket PembiayaanOutput Kegiatan
01 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 4                              Paket Pembiayaan

4197.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 3.498.915.0005 LaporanOutput Kegiatan
01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan JembatanIndikator Output Kegiatan 5                              Laporan

4197.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 13.272.706.000Kegiatan

01 Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukimanSasaran Kegiatan

01 Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur PermukimanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman

03 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman

04 Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

05 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman

4198.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman 5.142.230.0006 DokumenOutput Kegiatan
01 Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur PermukimanIndikator Output Kegiatan 2                              Dokumen
02 Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman 2                              Dokumen
03 Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman 2                              Dokumen

4198.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman 3.780.816.0002 Paket PembiayaanOutput Kegiatan

4198.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman 3.349.660.0005 LaporanOutput Kegiatan

4198.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan

Output Program 02 Jumlah MBR yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan  serta Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 4IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

01 Rasio Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitasi
Pembiayaan Perumahan

15                             %Indikator Output Program

02 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan 1                              Jumlah Paket Pembiayaan
03 Dukungan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan 91                             Laporan

4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan 414.913.541.000Kegiatan

01 Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan  PerumahanSasaran Kegiatan

01 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan PerumahanIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Layanan Kemudahan dan/atau
Bantuan Pembiayaan Perumahan

03 Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

04 Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

05 Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan

06 Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

07 Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan

08 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

4199.001 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
[PN]

3.735.503.0002 JakstraOutput Kegiatan

01 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 2                              Jakstra

4199.002 Pelaksanaan Investasi Perumahan 2.665.244.0001 Paket PembiayaanOutput Kegiatan
01 Pelaksanaan Investasi PerumahanIndikator Output Kegiatan 1                              Paket Pembiayaan

4199.003 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan 2.780.020.0003 Draft NSPKOutput Kegiatan
01 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 3                              Draft NSPK

4199.004 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

3.711.602.0006 LaporanOutput Kegiatan

01 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

Indikator Output Kegiatan 6                              Laporan

4199.005 Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan
[PN]

400.500.000.0009.500 Rumah TanggaOutput Kegiatan

01 Layanan Bantuan Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 312                            Rumah Tangga

4199.006 Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

521.172.0008.460 Rumah TanggaOutput Kegiatan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 5IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

01 Layanan Fasilitasi Pembiayaan PerumahanIndikator Output Kegiatan 8.460                          Rumah Tangga

4199.994 Layanan Perkantoran 1.000.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan

Output Program 03 Output Internal Eselon I

01 Jumlah Layanan Internal 1                              LayananIndikator Output Program

4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

67.635.934.000Kegiatan

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon ISasaran Kegiatan

01 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi BirokrasiIndikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian

03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan

04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan

05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum

06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol

07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran

08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

4194.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 17.876.810.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi BirokrasiIndikator Output Kegiatan 3                              Laporan
02 Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian 3                              Laporan
03 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 6                              Laporan
04 Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan 3                              Laporan
05 Jumlah Laporan Pelayanan Hukum 3                              Laporan
06 Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol 5                              Laporan
07 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran 2                              Laporan
08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 3                              Laporan

4194.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4.505.000.0001 LayananOutput Kegiatan
02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unitIndikator Output Kegiatan 1                              Layanan
03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit 1                              Layanan
05 Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2 1                              Layanan



TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 6IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. ARVI ARGYANTORO, MA:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN

KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

4194.994 Layanan Perkantoran 45.254.124.0001 LayananOutput Kegiatan
01 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%Indikator Output Kegiatan 1                              Layanan
02 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx% 1                              Layanan

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2020

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (631003):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

1. Anggaran Tahun 2020

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

571.656.177.000

151.821.494.000

0

419.834.683.000

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

29.155.187

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

419.834.683.000

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 USDINTERNATIONALBANKFO

USD8717-ID 29.155,19

3IDR 419.834.6831HG72SWA 419.834.683,00

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5936-4622-5619-0994

631003 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 29.713.794 537.437.383 4.505.000 - - 571.656.177

033.16.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 29.713.794 537.437.383 4.505.000 - - 571.656.177

4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

29.713.794 33.417.140 4.505.000 - - 67.635.934

4194.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - 17.876.810 - - - 17.876.810 01 54.

-- 17.876.810- 13917.876.810 -RM01

4194.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 4.505.000 - - 4.505.000 01 54.

-4.505.000 4.505.000- 139- -RM01

4194.994 Layanan Perkantoran 29.713.794 15.540.330 - - - 45.254.124 01 00.

-- 45.254.12429.713.794 13915.540.330 -RM01

4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

- 46.619.170 - - - 46.619.170

4195.001 Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan
Perumahan
[PN]

- 21.719.818 - - - 21.719.818 01 54.

- RK- 1HG72SWA21.719.818- 14021.719.818 -PLN02

4195.002 MOU Kerja Sama Pembiayaan Perumahan - 7.114.865 - - - 7.114.865 01 54.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5936-4622-5619-0994

[PN]

- RK- 1HG72SWA7.114.865- 1407.114.865 -PLN02

4195.003 Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 5.893.707 - - - 5.893.707 01 54.

-- 5.893.707- 1395.893.707 -RM01

4195.004 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan - 3.871.696 - - - 3.871.696 01 54.

-- 3.871.696- 1393.871.696 -RM01

4195.005 Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 3.127.588 - - - 3.127.588 01 54.

-- 3.127.588- 1393.127.588 -RM01

4195.006 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan

- 3.891.496 - - - 3.891.496 01 54.

-- 3.891.496- 1393.891.496 -RM01

4195.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4196 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air - 12.042.309 - - - 12.042.309

4196.001 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 5.375.138 - - - 5.375.138 01 54.



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5936-4622-5619-0994

-- 5.375.138- 1395.375.138 -RM01

4196.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 3.148.825 - - - 3.148.825 01 54.

-- 3.148.825- 1393.148.825 -RM01

4196.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air - 2.518.346 - - - 2.518.346 01 54.

-- 2.518.346- 1392.518.346 -RM01

4196.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4197 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 17.172.517 - - - 17.172.517

4197.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 9.154.655 - - - 9.154.655 01 54.

-- 9.154.655- 1399.154.655 -RM01

4197.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 3.518.947 - - - 3.518.947 01 54.

-- 3.518.947- 1393.518.947 -RM01

4197.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan - 3.498.915 - - - 3.498.915 01 54.

-- 3.498.915- 1393.498.915 -RM01



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5936-4622-5619-0994

4197.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4198 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman - 13.272.706 - - - 13.272.706

4198.001 Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman - 5.142.230 - - - 5.142.230 01 54.

-- 5.142.230- 1395.142.230 -RM01

4198.002 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman - 3.780.816 - - - 3.780.816 01 54.

-- 3.780.816- 1393.780.816 -RM01

4198.003 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman - 3.349.660 - - - 3.349.660 01 54.

-- 3.349.660- 1393.349.660 -RM01

4198.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 54.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan - 414.913.541 - - - 414.913.541

4199.001 Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 3.735.503 - - - 3.735.503 01 00.

-- 3.735.503- 1393.735.503 -RM01



NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (631003): Halaman : 5II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(16)

(01)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5936-4622-5619-0994

4199.002 Pelaksanaan Investasi Perumahan - 2.665.244 - - - 2.665.244 01 00.

-- 2.665.244- 1392.665.244 -RM01

4199.003 Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan - 2.780.020 - - - 2.780.020 01 00.

-- 2.780.020- 1392.780.020 -RM01

4199.004 Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan
Pembiayaan Perumahan

- 3.711.602 - - - 3.711.602 01 00.

-- 3.711.602- 1393.711.602 -RM01

4199.005 Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 400.500.000 - - - 400.500.000 01 00.

-- 9.500.000- 1399.500.000 -RM01

- RK- 1HG72SWA391.000.000- 140391.000.000 -PLN02

4199.006 Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
[PN]

- 521.172 - - - 521.172 01 00.

-- 521.172- 139521.172 -RM01

4199.994 Layanan Perkantoran - 1.000.000 - - - 1.000.000 01 00.

-- 1.000.000- 1391.000.000 -RM01

JUMLAH 29.713.794 537.437.383 4.505.000 - - 571.656.177

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019



TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(01)

Unit Organisasi

(631003)

Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN(16)

Kode/Nama Satker

(033)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5936-4622-5619-0994
NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

6310031. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN

16.379.95214.297.6884.822.349 445.727.16519.605.761 571.656.1771.632.474 20.900.715 14.095.8827.043.5372.697.718 10.221.05514.231.880RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 297.138 29.713.794297.138 594.276 1.188.552 3.862.793 3.862.793 4.754.207 5.051.345 3.862.793 2.674.241 2.079.966 1.188.552

52 BELANJA BARANG 1.316.339 537.437.3832.381.582 4.151.563 5.740.479 10.021.749 9.996.941 14.393.528 15.362.718 12.145.013 11.164.001 7.940.703 442.822.768

53 BELANJA MODAL 18.998 4.505.00018.998 76.511 114.506 413.146 372.146 458.026 486.653 372.146 257.640 200.386 1.715.844

033.16.16.4194 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

612.472 14.042.0404.029.4065.091.3817.238.1049.365.5938.812.3237.175.0497.208.8072.286.2331.205.393569.134 67.635.934

51 BELANJA PEGAWAI 297.138 29.713.794297.138 594.276 1.188.552 3.862.793 3.862.793 4.754.207 5.051.345 3.862.793 2.674.241 2.079.966 1.188.552

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 252.998 33.417.140296.336 534.606 983.174 2.932.868 2.940.110 3.600.090 3.827.596 3.003.165 2.159.500 1.749.054 11.137.643

53 BELANJA MODAL 18.998 4.505.00018.998 76.511 114.506 413.146 372.146 458.026 486.653 372.146 257.640 200.386 1.715.844

033.16.16.4195 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan
Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

156.380 28.031.469865.8692.243.1432.824.8004.610.8133.765.0941.957.2191.090.865570.611408.48594.422 46.619.170

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 94.422 46.619.170156.380 408.485 570.611 1.090.865 1.957.219 3.765.094 4.610.813 2.824.800 2.243.143 865.869 28.031.469

033.16.16.4196 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air

66.724 5.442.869463.601593.283848.0451.133.7861.086.482887.4781.012.838286.964153.51666.724 12.042.309

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 66.724 12.042.30966.724 153.516 286.964 1.012.838 887.478 1.086.482 1.133.786 848.045 593.283 463.601 5.442.869

033.16.16.4197 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan

305.728 8.816.012451.3841.960.409664.348628.8241.676.541503.0101.149.257785.507212.59318.905 17.172.517

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 18.905 17.172.517305.728 212.593 785.507 1.149.257 503.010 1.676.541 628.824 664.348 1.960.409 451.384 8.816.012

033.16.16.4198 Penyelenggaraan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman

532.805 2.710.257292.2651.212.3172.025.5891.831.2641.221.136915.6671.183.328630.499625.91591.665 13.272.706

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 91.665 13.272.706532.805 625.915 630.499 1.183.328 915.667 1.221.136 1.831.264 2.025.589 1.212.317 292.265 2.710.257



TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(01)

Unit Organisasi

(631003)

Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN(16)

Kode/Nama Satker

(033)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

:

2Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5936-4622-5619-0994
NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020

033.16.16.4199 Penyelenggaraan dan Pembinaan
Pembiayaan Perumahan

1.023.608 386.684.5184.118.5302.995.3492.779.0673.330.4363.044.1852.793.4582.652.5922.483.7242.216.447791.624 414.913.541

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 791.624 414.913.5411.023.608 2.216.447 2.483.724 2.652.592 2.793.458 3.044.185 3.330.436 2.779.067 2.995.349 4.118.530 386.684.518

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

Jakarta, 12 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[16]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[631003]

[01]

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

[033]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

Halaman : IV.A. 1

SEKRETARIS JENDERAL

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[16]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[631003]

[01]

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN:

[033]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 033.16.1.631003/2020
DS:5936-4622-5619-0994

Halaman : IV.B. 1

SEKRETARIS JENDERAL

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196006151987032001

ttd.




